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Nia Novianty. E0006184. 2010. TELAAH TEORITIK URGENSI 
REKONSEPTUALISASI TAFSIR ASAS PRESUMPTION OF INNOCENCE 
BERKAIT EXTRAORDINARY CRIME DALAM KERANGKA PRINSIP FAIR 
AND IMPARTIAL TRIAL BAGI PENCAPAIAN KEADILAN RESTORATIF 
KORBAN KEJAHATAN. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan pentingnya rekonseptualisasi 
tafsir asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) dalam menghadapi 
kejahatan yang berdampak luas dan sistematik (extraordinary crime), kemudian 
melihat hubungan atas rekonseptualisasi tafsir asas tersebut dengan penegakkan 
prinsip peradilan yang jujur dan adil (fair and impartial trial) dalam memberikan 
keadilan restoratif bagi korban kejahatan yang ditelaah secara teoritik dari perspektif 
KUHAP. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif 
atau terapan, mengenai tafsir asas parduga tidak bersalah terkait extraordinary crime 
dengan melihat hubungannya dengan peradilan yang jujur dan adil dalam 
mewujudkan keadilan restoratif terhadap korban kejahatan. Bahan hukum yang 
digunakan merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan 
perundang-undangan (satute approach). Berdasarkan pendekatan, pengumpulan 
bahan hukum dimulai dari mencari buku-buku hukum dan peraturan perundang-
undangan. Setelah mengumpulkan bahan-bahan hukum, diuraikan dan dihubungkan 
sedemikian rupa, akan ditarik kesimpulan untuk menjawab isu yang diajukan atau 
permasalahan yang telah dirumuskan 
Berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam pembahasan ditarik 
kesimpulan, bahwa perlu adanya rekonseptualisasi atas tafsir asas praduga tidak 
bersalah terutama dalam mengahadapi extraordinary crime agar terwujudnya 
peradilan yang jujur dan adil baik bagi pihak tersangka/terdakwa maupun pihak 
korban yang mengacu pada keadilan restoratif. 
 
Kata kunci: Asas praduga tidak bersalah, extraordinary crime, peradilan yang jujur 











Nia Novianty. E0006184. 2010. A THEORETICAL STUDY ON 
INTERPRETATION RECONCEPTUALIZATION URGENCY OF 
PRESUMPTION OF INNOCENCE PRINCIPLE RELATIVE TO 
EXTRAORDINARY CRIME IN THE FAIR AND IMPARTIAL TRIAL 
PRINCIPLE FRAMEWORK FOR THE ACHIEVEMENT OF 
RESTORATIVE JUSTICE FOR THE CRIMINAL VICTIM. Law Faculty of 
Sebelas Maret University. 
This research aims to find out the rationale of interpretation 
reconceptualization importance of presumption of innocence in dealing with the 
extraordinary crime, and to see the relationship between interpretation 
reconceptualization of such principle by enforcing the fair and impartial trial 
principle in giving restorative justice for the criminal victim studied theoretically 
from the Penal Code perspective. 
This study belongs to a doctrinal law research that is prescriptive in nature, 
concerning the presumption of innocence principle interpretation relative to 
extraordinary crime by seeing its relation to the fair and impartial trial in manifesting 
restorative justice on the criminal victim. The law materials employed include 
primary and secondary law ones. This research employed a conceptual and statute 
approaches. Based on those approaches, the law material collection started from 
looking for legal books and legislation. The law material obtained was then 
elaborated and connected in such a way that the conclusion was drawn to answer the 
issue proposed or the problem formulated. 
Considering the result of research mentioned in the discussion, it can be 
concluded that there should be reconceptualization of presumption of innocence 
principle interpretation particularly in dealing with extraordinary crime in order to 
realize the fair and impartial trial for both the suspected/accused and the victim 
referring to restorative justice. 
 
 
Keywords: presumption of innocence principle, extraordinary crime, fair and 
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BAB I. PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Penegakkan hukum merupakan salah satu upaya untuk menciptakan tata 
tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha 
pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya 
pelanggaran hukum. Untuk mencapai sasaran tersebut maka peraturan perundang-
undang yang menjadi dasar hukum bagi langkah dan tindakan dari penegak hukum  
harus sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup Bangsa Indonesia 
yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). 
Salah satu instrument untuk penegakkan hukum adalah Hukum Acara Pidana.  
Hukum acara pidana ini bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya 
mendekati kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu 
perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan 
tepat. Pelaksanaan hukum acara pidana ini secara umum diatur di dalam Undang-
Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang lebih dikenal 
dengan istilah KUHAP. 
Pembentukan KUHAP yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981 
dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 
(Ketetapan MPR-RI No. IV/MPR/1978) untuk melaksanakan pembangunan dan 
pembaharuan hukum guna menggantikan hukum acara pidana yang diatur dalam HIR 
(Herziene Inlandsch Reglement) yang merupakan peninggalan hukum kolonial 
Belanda.  KUHAP sebagai hukum acara pidana nasional disusun berdasarkan dasar 
Negara Pancasila dan UUD 1945 bermuatan ketentuan yang mengatur perlindungan 
terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia atau hak-hak asasi manusia. 
Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia inilah yang merupakan perbedaan yang 
fundamental dengan hukum acara pidana sebelumnya. Salah satu perbedaan tersebut 
adalah dikenalnya asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) di dalam 
ketentuan KUHAP.   
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Asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) merupakan 
implementasi dari asas persamaan kedudukan di dalam hukum yang termuat dalam 
Pasal 27 UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “Segala warga negara bersamaan 
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan 
pemerintahan itu dengan tidak ada  kecualinya”. Mengenai asas ini lebih dijelaskan 
dalam Penjelasan Umum KUHAP dan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 
tahun 2009, yang menyatakan bahwa, “ Setiap orang yang disangka, ditangkap, 
ditahan, dituntut dan dihadapkan dimuka sidang pengadilan wajib dianggap tidak 
bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan 
memperoleh kekuatan hukum tetap”.  
Sementara disaat bersamaan, berkembangnya zaman yang diikuti teknologi 
dan hukum, memunculkan kejahatan-kejahatan yang memerlukan penanganan extra 
dan menjadi perhatian khusus, karena membutuhkan penanganan yang serius,  
terutama dalam hal ini kejahatan-kejahatan yang berdampak luas dan sistematis 
(extraordinary crimes) terhadap berbagi aspek kehidupan, baik itu yang berdampak 
bagi kehidupan sosial dan budaya, ekonomi, politik bahkan ekologi. Kejahatan yang 
dikategorikan kejahatan berdampak luas dan sistematis semacam ini seperti 
pelanggaran HAM berat, korupsi, money laundering, illegal loging, kejahatan 
lingkungan, terorisme dan kejahatan transnasional.  
Berhadapan dengan kejahatan yang berdampak luas dan sistematis 
(extraordinary crime) dengan korban fisik dan immateril yang luar biasa secara 
kuantitatif, penerapan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) 
dirasakan sangat sulit diterima secara logika hukum dan tidak efektif, karena sudah 
tidak memberikan keadilan lagi bagi korban terutama dalam hal keadilan restoratif. 
Kemudian jika dikaitkan dengan due process of law konsep asas praduga tidak 
bersalah  tidak cocok dengan sistem kehidupan sosial bangsa Indonesia. Bahkan 
secara implisit, dari sudut pandang UUD 1945,  asas tersebut mengandung sifat 
contradictio in terminis karena selain mengandung prinsip fair and impartial trial 
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(peradilan yang jujur dan adil) bagi pihak tersangka/terdakwa, akan tetapi sekaligus 
juga mengandung prinsip  unfair and  partial trial  terhadap pihak korban kejahatan 
(http://www.legalitas.org/?q=Logika+Hukum+Asas+Praduga+Tak+Bersalah%3A+R
eaksi+Atas+Paradigma+Individualistik>5 Desember 2009 pukul 11.49 WIB).  
KUHAP sendiri pun sebagai dasar dalam beracara pidana yang mengatur 
tentang asas praduga tidak bersalah, perumusan dari materi pasal-pasalnya dapat 
diketahui bahwa ketentuan yang mengatur tentang hak asasi manusia yang menjadi 
korban kejahatan kurang mendapat perhatian dalam undang-undang ini, hanya ada 3 
pasal yang memuat korban kejahatan secara jelas, selebihnya tidak diatur secara jelas 
(hanya secara implisit) yaitu terdapat dalam pengaturan saksi yang juga dapat 
berkedudukan sebagai korban. Dalam KUHAP umumnya hanya mengatur tentang 
hak-hak tersangka atau terdakwa serta hak-hak penasihat hukumnya sebagai bentuk 
penerapan asas praduga tidak bersalah. Dari tabel dibawah ini dapat dilihat 
perbandingannya. 
 
  Tabel 1  
Perbandingan pengaturan tentang hak-hak tersangka/terdakwa dengan hak-hak 
korban kejahatan dalam KUHAP 
 
Ketentuan tentang tersangka/terdakwa 
dalam KUHAP 
Ketentuan tentang korban Kejahatan 
dalam KUHAP 
Pasal Keterangan Pasal Keterangan 
Pasal 50-
51 




Hak mengajukan laporan 
atau pengaduan kepada 
Penyelidik/Penyidik 
 
Pasal 52 Hak memberikan 









Hak mendapatkan bantuan 
juru bahasa 





Hak mendapat bantuan 
penasihat hukum 





Pemeriksaan gugatan dapat 
digabungkan dengan 
pemeriksaan perkara pidana Pasal 58 
dan 59 




Hak menerima kunjungan 
keluarga 




Hak menerima kunjungan 
rohaniawan dan diadili 
secara terbuka untuk umum 
Pasal 65 Hak mengajukan saksi yang 
menguntungkan 
Pasal 67 Hak meminta banding 











Dalam kenyataannya dapat dilihat beberapa contoh kasus extraordinary crime 
antara lain kasus illegal loging yang melibatkan Adelin Lis (PT. Keang Nam 
Development Indonesia atau PT KNDI) yang dilakukan selama kurang lebih 5 (lima) 
tahun dari tahun 2000-2005; kasus terorisme bom bali tahun 2002 dan bom di hotel 
JW Marriott; kasus korupsi pengadaan barang SMA Negeri 1 Bandar Khalipah pada 
tahun 2008 dengan terdakwa mantan KTU Dinas Pendidikan Sergai; kasus 
pelanggaran HAM berat seperti pelanggaran HAM Timor-Timur September tahun 
1999, peristiwa trisakti  12 Mei 1998 dan masih banyak kasus yang lainnya lagi. 
Kasus-kasus tersebut memberikan banyak sekali dampak, baik korban secara fisik 
maupun immaterial, langsung maupun tidak langsung, dan kerugian terhadap 
keuangan Negara serta mempengaruhi segala aspek kehidupan. Bagi korban secra 
fisik seperti akibat dari pelanggaran HAM berat dan terorisme. Mereka bukan saja 
kehilangan harta benda tetapi juga kehilangan kehormatan/kegadisan, anggota 
keluarga, anggota badan, bahkan ada kehilangan nyawa tanpa sedikitpun diberikan 
hak untuk membela diri , apalagi mengajukan eksepsi, banding atau kasasi. Terhadap 
para korban kejahatan dan atau keluarganya terutama yang dikenal sebagai “orang 
kecil” pada umumnya belum pernah ada atau sangat jarang sekali ada yang 
didampingi atau mendapatkan pelayanan/bantuan hukum dari Penasihat 
Hukum/Pengacara/Advokat. Mereka hanya menyerah pasrah pada kebijaksanaan 
aparat penegak hukum (Penyelidik/Penyidik,Jaksa/Penuntut Umum dan 
Hakim/Pengadilan) (HMA Kuffal, 2005:168-169).  
 Sehingga dari data tersebut diperlukan rekonseptualisasi terhadap asas 
praduga tidak bersalah agar lebih efektif dalam  menghadapi dan menangani 
kejahatan-kejahatan yang berdampak luas dan sistematik (extraordinary crime), serta 
menkonsep kembali asas praduga tidak bersalah agar memberikan keseimbangan 
terhadap hak tersangka/terdakwa dan juga keadilan terutama keadilan restoratif bagi 




Dengan adanya masalah yang diutarakan di atas, alasan-alasan serta 
pentingnya untuk menkaji rekonseptualisasi asas praduga tidak bersalah dalam 
menghadapi kejahatan yang berdampak luas dan sistematis serta dikaitkan dengan 
prinsip peradilan yang jujur dan adil bagi korban kejahatan. Berdasarkan hal tersebut, 
maka penulis tertarik untuk mengambil judul “TELAAH TEORITIK URGENSI 
REKONSEPTUALISASI TAFSIR ASAS PRESUMPTION OF INNOCENCE 
BERKAIT EXTRAORDINARY CRIME DALAM KERANGKA PRINSIP FAIR 




B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, untuk memperjelas agar 
permasalahan yang ada nantinya dapat dibahas dengan  lebih terarah dan sesuai 
dengan sasaran yang diharapkan, maka penting bagi penulis untuk merumuskan 
permasalahan yang akan dibahas. 
Adapun rumusan masalah yang selanjutnya dikaji dalam penelitian ini adalah: 
1. Apakah yang menjadi penyebab urgensi rekonseptualisasi tafsir asas praduga 
tidak bersalah (presumption of innocence) untuk menghadapi kejahatan yang 
berdampak luas dan sistematik (extraordinary crime) dalam perspektif KUHAP? 
2. Bagaimanakah relevansi rekonseptualisasi asas praduga tidak bersalah 
(presumption of  innocence) dalam kerangka prinsip peradilan yang jujur dan adil  
(fair and impartial trial) dalam memberikan keadilan restoratif bagi korban 







C. Tujuan Penelitian 
Setiap Penelitian pada dasarnya memiliki suatu tujuan tertentu yang hendak 
dicapai. Tujuan Penelitian juga harus jelas sehingga dapat memberikan arah dalam 
pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut:  
1. Tujuan Obyektif 
a. Untuk mengetahui urgensi rekonseptualisasi tafsir asas praduga tidak bersalah 
(presumption of innocence) dalam menghadapi kejahatan yang berdampak 
luas dan sistematik (extraordinary crime) dalam perspektif KUHAP. 
b. Untuk mengetahui relevansi rekonseptualisasi asas praduga tidak bersalah 
(presumption of  innonce) dengan kerangka prinsip peradilan yang jujur dan 
adil  (fair and impartial trial) dalam memberikan keadilan restoratif bagi 
korban kejahatan dalam perspektif  KUHAP. 
 
2. Tujuan Subyektif 
a. Menambah, memperluas dan mengaplikasikan pengetahuan, wawasan dan 
kemapuan penulis dalam mengkaji masalah di bidang hukum acara pidana  
khususnya mengenai rekonseptualisasi tafsir asas praduga tidak bersalah 
(presumption of innocence) dalam menghadapi kejahatan yang berdampak 
luas dan sistematik (extraordinary crime) dan hubungan rekonseptualisasi 
asas tersebut dengan penegakkan prinsip peradilan yang jujur dan adil (fair 
and impartial trial) dalam memberikan keadilan restoratif bagi korban 
kejahatan dalam perspektif KUHAP. 
b. Menerapkan konsep-konsep ataupun teori-teori ilmu hukum yang telah 
penulis peroleh. 
c. Memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam 




D. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat bernilai dan menjadi masukan 
yang berguna  sehingga dapat memberikan suatu manfaat dan kegunaan. Adapun 
manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 
pengembanganilmu hukum pada umumnya dan hukum acara pidana 
khususnya dalam kaitanya dengan penerapan konsep asas parduga tidak 
bersalah (presumption of innocence) dalam pandangan KUHAP. 
b. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan bagi penelitian-penelitian 
sejenis. 
 
2. Manfaat Praktis 
a. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang menjadi 
pokok bahasan dalam penelitian ini. 
b. Menjadi sarana bagi penulis untuk dapat  mengembangkan kemampuan 
penalaran, membentuk pola pikir ilmiah dan menambah ilmu dan pengalaman 
penulis di bidang penelitian ilmiah khususanya karya penelitian ilmu hukum 
c. Hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang 
terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini, bagi masyarakat pada 
umumnya dan mahasiswa fakultas hukum terkhususnya dalam melihat 
pentingnya rekonseptualisasi asas praduga tidak bersalah (presumption of 
innocence) dalam menghadapi kejahatan yang berdampak luas dan 
sistematik(extraordinary crime) serta melihat hubungan rekonseptualisassi 
asas praduga tidak brersalah tersebut dengan kerangka prinsip peradilan yang 
jujur dan adil (fair and impartial trial) dalam memberikan keadilan restoratif 




E. Metode Penelitian 
H.J. van Eikema Hommes dalam bukunya Peter Mahmud Marzuki  
menyatakan bahwa setiap ilmu pengetahuan memiliki metodenya sendiri. Apa yang 
dikemukakan mengindikasikan bahwa tidak dimungkinkannya penyeragaman metode 
untuk semua bidang ilmu (H. J. van Eikema Hommes dalam Peter Mahmud Marzuki, 
2007:11) 
Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan 
metode penelitian antara lain sebagai berikut: 
1. Jenis Penilitian 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Menurut Peter Mahmud 
Marzuki “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, 
prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang 
dihadapi” (Peter Mahmud Marzuki, 2007: 35). Penelitian hukum menurut 
Hutchison dibedakan menjadi 4 tipe yaitu: 
a. Doctrinal Research; 
b. Reform-Oriented Research; 
c. Theoretical Research; 
d. Fundamental Research (Hutchison dalam Peter Mahmud Marzuki, 2007: 32-
33). 
Ketiga tipe penelitian hukum yang dikemukakan Hutchinson yaitu 
Doctrinal Research, Reform-Oriented Research, dan Theoretical Research 
menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan penelitian doktrinal sedangkan 
penelitian sosiolegal termasuk dalam tipe keempat yaitu Fundamental Research 
(Peter Mahmud Marzuki, 2007: 33). 
Penelitian hukum ini masuk kedalam penelitian doktrinal karena keilmuan 
hukum memang bersifat preskiptif  yaitu melihat hukum sebagai norma sosial 




2. Sifat Penelitian 
Sifat penelitian hukum ini sejalan dengan sifat dari ilmu hukum itu 
sendiri. Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat 
preskriptif atau terapan, maksudnya bahwa ilmu hukum mempelajari tujuan 
hukum, nilai-nilai keadilan , validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan 
norma-norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2007: 22) 
Oleh sebab itu, dalam penelitian ini penulis akan memberikan preskriptif 
mengenai asas hukum acara pidana yaitu asas praduga tidak bersalah 
(presumption of innocene) dan prinsip peradilan yang jujur dan adil (fair and 
impartial trial) yang dikaitkan dengan kejahatan yang berdampak luas dan 
sistematis (extraordinary crime) serta nilai keadilan terutama keadilan restoratif 
bagi korban yang dilihat dari preskiptif KUHAP. 
 
3. Pendekatan Penelitian 
Penelitian hukum doktrinal dapat dilakukan dalam berbagai pendekatan. 
Pendekatan dalam penelitian hukum doktrinal  sesunggunhnya merupakan esensi 
dari metode penelitian itu sendiri. Pendekatan itu yang mungkin diperoleh 
jawaban yang diharapkan atas permasalahan hukum yng diajukan. Pendekatan 
yang dipakai dalam penelitian hukum diantaranya: 
a. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). 
b. Pendekatan kasus (Case Approach). 
c. Pendekatan historis (Historical Approach). 
d. Pendekatan perbandingan (Comparative Approach). 
e. Pendekatan konseptual (Conseptual Approach) (Peter Mahmud Marzuki, 
2007:93-94). 
Penulis dalam hal ini menggunakan pendekatan perundang-undangan 
(Statute Approach) yaitu pendekatan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan pendekatan konseptual 
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(Conseptual Approach) yang mengacu kepada konsep: asas praduga tidak 
bersalah (presumption of innocence), kejahatan yang berdampak luas dan 
sistematik  (extraordinary crime), prinsip peradilan yang jujur dan adil (fair and 
impartial trial) serta konsep mengenai keadilan restoratif bagi korban kejahatan. 
 
4. Sumber Penelitian Hukum 
Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-
sumber penelitian yaitu berupa: 
a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif 
artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-
catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan 
putusan-putusan hakim. Penelitian Hukum ini bahan hukum primernya adalah 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana serta Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman. 
b. Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan 
merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi 
buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-
komentar atas putusan pengadilan. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan 
hukum sekunder berupa jurnal-jurnal hukum dari dalam dan luar negeri, hasil-
hasil penelitian hukum serta hasil karya dari kalangan hukum termasuk 
artikel-artikel hukum di internet (Peter Mahmud Marzuki, 2007: 141). 
 
5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum 
Setelah isu hukum ditetapkan, penulis malakukan penelusuran mencari 
bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi. Dalam hal 
penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), 
yang dilakukan adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau 
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berkaitan dengan isu tersebut yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 
Tentang Kekuasaan Kehakiman. Berkaitan dengan pendekatan konseptual maka 
lebih esensial melakukan penelusuran buku-buku hukum karena  dalam buku-
buku hukum tersebutlah banyak terkandung konsep-konsep hukum terutama yang 
berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocene), 
kejahatan yang berdampak luas dan sistematik (extraordinary crime), prinsip 
peradilan yang jujur dan adil (fair and impartial trial) dan keadilan restoratif 
terutama bagi korban kejahatan (Peter Mahmud Marzuki, 2007: 194-196) 
 
6. Pengolahan Hasil dan Analisis Bahan Hukum 
Dalam penelitian ini, permasalahan hukum akan dianalisis dengan dengan 
logika deduktif. Dalam hal ini, sumber penelitian yang diperoleh dalam penelitian 
ini dengan melakukan inventarisasi sekaligus mengkaji dari penelitian studi 
kepustakaan, aturan perundang-undangan beserta dokumen-dokumen yang dapat 
membantu menafsirkan norma terkait, kemudian sumber penelitian tersebut 
diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Tahap terakhir 
adalah menarik kesimpulan dari sumber penelitian yang diolah, sehingga pada 
akhirnya dapat diketahui penyebab pentingnya rekonseptualisasi terhadap tafsir 
asas parduga tidak bersalah (presumption of innocence) untuk menghadapi 
kejahatan yang berdampak luas dan sistematik (extraordinary crime) dan 
relevansi rekonseptualisasi tersebut dalam kerangka prinsip peradilan yang jujur 
dan adil  (fair and impartial trial) dalam memberikan keadilan restoratif bagi 
korban kejahatan dalam perspektif  KUHAP  
Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus 
M.Hadjon menjelaskan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan 
oleh Aristoteles, pengunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis 
mayor (pernyataan bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat 
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khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion 
(Peter Mahmud Marzuki, 2007:47). Didalam logika silogistik untuk penalaran 
hukum yang bersifat premis mayor adalah aturan hukum sedangkan premis 
minornya adalah fakta hukum. Sedangkan menurut Johnny Ibrahim, mengutip 
pendapat Bernard Arief Shiharta, logika deduktif merupakan suatu teknik untuk 
menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat 
individual ( Johnny Ibrahim, 2008:249). 
 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
Guna mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai bahasan dalam 
penulisan hukum ini, penulis dapat menguraikan sistematika penulisan hukum ini 
sebagai berikut: 
BAB I   :  PENDAHULUAN 
Pada bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, 
pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian dan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan 
penulisan hukum ini. 
 
BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini penulis menguraikan mengenai teori yang menjadi 
landasan atau memberikan penjelasan secara teoritik berdasarkan 
literature-literature yang berkaitan dengan penulisan hukum ini. 
Kerangka teori tersebut meliputi tinjauan tentang Hukum Acara 
Pidana, tinjauan tentang Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of 
Innocence), tinjauan tentang kejahatan yang Berdampak Luas dan 





BAB III :  PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 
Pada bab ini penulis menguraikan mengenai pembahasan dan hasil 
yang diperoleh dari proses meneliti. Berdasarkan rumusan masalah 
yang diteliti, terdapat hal pokok permasalahan yang dibahas dalam bab 
ini yaitu penyebab urgensi rekonseptualisasi tafsir asas praduga tidak 
bersalah (presumption of innocence) untuk menghadapi kejahatan 
yang berdampak luas dan sistematik (extraordinary crime) dalam 
perspektif KUHAP, serta relevansi rekonseptualisasi asas praduga 
tidak bersalah (presumption of  innocence) dalam kerangka prinsip 
peradilan yang jujur dan adil  (fair and impartial trial) dalam 
memberikan keadilan restoratif bagi korban kejahatan dalam 
perspektif  KUHAP. 
 
BAB IV :  PENUTUP 
Pada bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan yang dapat 
diperoleh dari keseluruhan hasil pembahasan dan proses meneliti, serta 
saran-saran yang dapat penulis kemukakan kepada para pihak yang 





BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan Tentang Hukum Acara Pidana  
a. Pengertian Acara Pidana 
Hukum acara pidana (hukum pidana formal) adalah hukum yang 
menyelenggarakan hukum pidana materiil yaitu merupakan sistem kaidah atau 
norma yang diberlakukan oleh negara untuk melaksanakan hukum pidana atau 
menjatuhkan pidana. Seperti rumusan Wirdjono Prodjodikoro, mantan Ketua 
Mahkamah Agung yang dikutip oleh Jur Andi Hamzah. merumuskan bahwa 
hukum acara pidana adalah: 
Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, 
maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang 
memuat cara bagaimana  badan-badan pemerintah yang berkuasa, 
yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna 
mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana (Jur Andi 
Hamzah, 2008:7). 
 
Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia didasarkan pada 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana atau yang lebih dikenal dengan sebutan KUHAP yang mulai 
diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981. Ketentuan-ketentuan Hukum 
Acara Pidana yang tercantum dalam KUHAP bukan saja mengatur tentang 
tata cara yang wajib dilaksanakan dan dipatuhi oleh aparat penegak hukum 
dalam upaya penegakkan hukum dan keadilan, tetapi secara sekaligus diatur 
pula mengenai prosedur dan persyaratan yang harus ditatati oleh aparat 
penegak hukum dalam upaya melanggar dan sekaligus melindungi hak-hak 
asasi manusia (H.M.A. Kuffal, 2008:1-2). Namun mengenai hak asasi 
manusia, di dalam KUHAP lebih mengarah kepada hak asasi tersangka atau 
terdakwa. Sesuai dengan Yahya Harahap yang berpendapat bahwa KUHAP 
sebagai Hukum Acara Pidana yang berisi ketentuan mengenai proses 
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penyelesaian perkara pidana sekaligus menjamin hak asasi tersangka atau 
terdakwa.   
KUHAP sebagai hukum acara pidana yang berisi ketentuan tata tertib 
proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana, sekaligus telah 
memberi “legalisasi hak asasi” kepada tersangka atau terdakwa untuk 
membela kepentingannya di depan pemeriksaan aparat penegak 
hukum. Pengakuan hukum yang tegas akan hak asasi yang melekat 
pada diri mereka dari tindakan sewenang-wenang. KUHAP telah 
mencoba menggariskan tata tertib hukum yang antara lain akan 
melepaskan tersangka atau terdakwa maupun keluarganya dari 
kesengsaraan putus asa di belantara penegakan hukum yang tak 
bertepi, karena sesuai dengan jiwa dan semangat yang 
diamanatkannya, tersangka atau terdakwa harus diberlakukan berdasar 
nilai-nilai yang manusiawi (M. Yahya Harahap, 2002:4).  
 
Definisi mengenai Hukum Acara Pidana lainnya adalah seperti yang 
dikemukakan oleh Van Bemmelen seperti yang dikutip oleh Jur Andi Hamzah 
(Van Bemmelen dalam Jur Andi Hamzah, 2008:6), adalah sebagai berikut: 
Ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang 
diciptakan oleh Negara, karena adanya terjadi pelanggaran-
pelanggaran undang-undang pidana : 
a. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran; 
b. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu; 
c. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si 
pembuat dan kalau perlu menahannya; 
d. Mengumpulkan bahan-bahan bukti (bewijsmateriaal) yang telah 
diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada 
hakim  dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut; 
e. Hakim memberikan keputusan tentang terbukti tidaknya  perbuatan 
yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan 
pidana atau tindakan tata tertib; 
f. Upaya hukum untuk melawan putusan tersebut; 
g. Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan 
tata tertib. 
 
Definisi-definisi Hukum Acara Pidana tersebut di atas dikemukakan 
oleh para ahli hukum, dan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara 
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Pidana sendiri tidak memberikan definisi hukum acara pidana secara jelas 
maupun implisit. 
 
b. Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Pidana 
1) Tujuan Hukum Acara Pidana 
Pemahaman mengenai tujuan KUHAP dapat dilihat dalam 
konsideran huruf c KUHAP yang berbunyi: 
Bahwa pembangunan hukum nasional yang sedemikian itu di 
bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati 
hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap 
para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan 
wewenang masing-masing, ke arah tegaknya hukum, keadilan dan 
perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban 
serta kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 
dan Pancasila. 
Dari bunyi konsideran tersebut dapat dirumuskan beberapa 
landasan tujuan KUHAP, yaitu : 
a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, yang lebih dititikberatkan 
kepada peningkatan penghayatan akan hak dan kewajiban hukum. 
Yaitu menjadikan setiap anggota masyarakat mengetahui apa hak yang 
diberikan hukum atau undang-undang kepadanya, serta apa pula 
kewajiban yang dibebankan hukum kepadanya. 
b) Meningkatkan sikap mental aparat penegak hukum, hal ini sudah 
barang tentu termuat di dalam KUHAP menurut cara-cara pelaksanaan 
yang baik, yang menyangkut pembinaan keterampilan, pelayanan, 
kejujuran dan kewibawaan. 
c) Tegaknya hukum dan keadilan, hal tersebut hanya dapat tercipta 
apabila segala aturan hukum yang ada serta keadilan harus sesuai 
dengan Pancasila, UUD 1945 serta didasarkan atas nilai-nilai keadilan 
yang hidup dalam masyarakat. 
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d) Melindungi harkat dan matabat manusia, hal ini tidak dapat dilepaskan 
dari suatu kenyataan bahwa semua manusia ciptaan Tuhan dan semua 
akan kembali kepada-Nya. Tidak ada kelebihan dan kemuliaan antara 
yang satu dengan yang lain, semua mempunyai harkat dan martabat 
kemanusiaan sesuai dengan hak-hak asasi yang melekat pada diri tiap 
manusia. Manusia sebagai hamba Tuhan, juga sebagai manusia yang 
sama derajatnya dengan manusia lain harus ditempatkan pada 
keluhuran harkat martabatnya. Sebagai mahluk Tuhan, setiap manusia 
memiliki hak dan kodrat kemanusiaan yang menopang harkat dan 
martabat pribadinya, yang harus dihormati oleh orang lain. 
e) Menegakkan ketertiban dan kepastian hukum, arti dan tujuan 
kehidupan masyarakat adalah mencari dan mewujudkan ketenteraman 
dan ketertiban yaitu kehidupan bersama antara anggota masyarakat 
yang dituntut dan dibina dalam ikatan yang teratur dan layak, sehingga 
lalu lintas tata pergaulan masyarakat yang bersangkutuan bisa berjalan 
dengan tertib dan lancar. Tujuan tersebut hanya dapat diwujudkan 
dengan jalan menegakkan ketertiban dan kepastian hukum dalam 
setiap aspek kehidupan sesuai dengan kaidah-kaidah dan nilai hukum 
yang telah mereka sepakati (M. Yahya Harahap, 2002:58-79). 
Tujuan dari hukum acara pidana telah dirumuskan dalam Pedoman 
Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman, yang 
bunyinya adalah sebagai berikut: 
Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan 
mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material, 
ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara 
pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara 
jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang 
dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan 
selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan 
guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah 
dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan 
(Jur Andi Hamzah, 2008:8). 
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Masih menurut Jur Andi Hamzah, bahwa tujuan hukum acara 
pidana mencari kebenaran itu hanyalah merupakan tujuan antara. Tujuan 
akhirnya ialah mencari suatu ketertiban, ketenteraman, kedamaian, 
keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat (Jur Andi Hamzah, 2008:9).  
Di dalam hukum acara pidana dikenal sistem peradilan pidana, 
dimana menurut Mardjono tujuannya adalah (Yesmil Anwar dan Adang, 
2009:35) 
a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan. 
b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas 
bahwa kadilan telah ditegakkan dan yang bersalah di pidana. 
c. Dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan 
tidak mengulangi lagi kejahatannya. 
 
2) Fungsi Hukum Acara Pidana 
Fungsi hukum acara pidana berawal dari tugas mencari dan 
menemukan kebenaran hukum. Hakekat mencari kebenaran hukum, 
sebagai tugas awal hukum acara pidana tersebut menjadi landasan dari 
tugas berikutnya dalam memberikan suatu putusan hakim dan 
melaksanakan tugas putusan hakim. Menurut Bambang Poernomo 
(Bambang Poernomo, 1988:18) bahwa tugas dan fungsi pokok hukum 
acara pidana dalam pertumbuhannya meliputi empat tugas pokok, yaitu : 
a) mencari dan menemukan kebenaran; 
b) mengadakan tindakan penuntutan secara benar dan tepat; 
c) memberikan suatu keputusan hakim; 
d) melaksanakan (eksekusi) putusan hakim. 
Menurut Van Bemmelen (Van Bemmelen dalam Jur Andi 
Hamzah, 2008:9), mengenai fungsi hukum acara pidana, mengemukakan 
terdapat tiga fungsi hukum acara pidana yaitu : 
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a) mencari dan menemukan kebenaran; 
b) pemberian keputusan hakim; 
c) pelaksanaan putusan. 
 
c. Asas-Asas Hukum Acara Pidana 
Asas-asas hukum acara pidana telah dituangkan dan diatur dalam 
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 
Kekuasaan Kehakiman atau Undang-undang Kekuasaan kehakiman dan mulai 
dituangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan 
dijabarkan menjadi 10 asas yaitu  sebagai berikut : 
1) Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak 
mengadakan pembedaan perlakuan (asas persamaan di muka hukum); 
2) Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan harus dilakukan 
berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh 
undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan 
undang-undang (asas perintah tertulis); 
3) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan 
di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya 
putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh 
kekuatan hukum tetap (asas praduga tak bersalah/presumption of 
innocence ); 
4) Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa 
alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan 
mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti 
kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat 
penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya 
menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau 
dikenakan hukuman administrasi (asas pemberian ganti kerugian dan 
rehabilitasi atas salah tangkap, salah tahan dan salah tuntut); 
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5) Pengadilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya 
ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara 
konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan (asas peradilan yang cepat, 
sederhana dan biaya ringan, bebas, jujur dan tidak memihak); 
6) Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan 
memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk 
melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya (asas memperoleh 
bantuan hukum seluas-luasnya); 
7) Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau 
penahanan selain wajib diberitahu dakwaan atas dasar hukum apa yang 
didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak 
untuk menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum (asas wajib 
diberitahu dakwaan dan dasar hukum dakwaan); 
8) Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa (asas 
hadirnya terdakwa); 
9) Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali 
dalam hal yang diatur dalam undang-undang (asas pemeriksaan 
pengadilan  terbuka untuk umum); 
10) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana 
dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan (asas 
pelaksanaan pengawasan putusan) (H.M.A Kuffal, 2008: 132-133) 
Namun dalam bukunya, Yahya Harahap berpendapat bahwa selain 
kesepuluh asas tersebut diatas, dari penjelasan KUHAP butir ke-3 
ditambahkan 1 asas lagi yaitu Tersangka diberi kebebasan memberi dan 
mendapatkan penasehat hukum, menunjukkan bahwa KUHAP telah menganut 
asas akusator, yaitu tersangka dalam pemeriksaan dipandang sebagai subjek 
berhadap-hadapan dengan lain pihak yang memeriksa atau mendakwa yaitu 
kepolisian atau kejaksaan sedemikian rupa sehingga  kedua pihak mempunyai 
hak-hak yang sama nilainya (asas accusatoir) (M.Yahya Harahap, 2002:40). 
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Selain itu menurut Jur Andi Hamzah (Jur Andi Hamzah, 2008:10-22) 
asas-asas penting  dalam hukum acara pidana sebagai berikut: 
1) Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. 
2) Asas praduga tak bersalah (Presumption of Innocence) 
Sebelum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan 
hukum tetap, maka setiap orang tersangka/terdakwa wajib dianggap tidak 
bersalah. 
3) Asas oportunitas 
Penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan 
delik jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. 
4) Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum 
Terdapat pengecualian, yaitu mengenai delik yang berhubungan 
dengan rahasia militer atau yang menyangkut ketertiban umum (openbare 
orde). 
5) Asas semua orang diperlakukan sama di depan hakim 
Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-
bedakan orang. 
6) Asas peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap 
Pengambilan keputusan salah tidaknya terdakwa dilakukan oleh 
hakim karena jabatannya dan bersifat tetap. Untuk jabatan tersebut 
diangkat hakim-hakim yang tetap oleh kepala negara. 
7) Asas tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum. 
8) Asas akusator dan inkisitor (accusatoir dan inquisitoir) 
Kebebasan memberi dan mendapatkan nasehat hukum 
menunjukkan bahwa dengan KUHAP telah dianut asas akusator. 
9) Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan 
Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara 




Dari asas-asas hukum acara pidana yang dikemukakan oleh ketiga 
penulis diatas, pada dasarnya banyak kesamaannya, yaitu antara lain: asas 
peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, asas akusator, asas pemeriksaan 
pengadilan terbuka untuk umum, asas praduga tak bersalah, asas mendapatkan 
bantuan hukum, dan asas perlakuan sama di depan hakim. Asas-asas 
sebagaimana dikemukakan di atas dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk pasal-
pasal dalam KUHAP, dan beberapa diantaranya dimuat dalam BAB VI pasal 
50  s/d 68 dan BAB VII pasal 69 s/d 74. 
 
2. Tinjauan Tentang Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innocence) 
Asas hukum praduga tidak bersalah (presumption of innocence), sejak 
abad  XI dikenal di dalam sistem hukum Common Law, khususnya di Inggris, 
dalam Bill of Rights 1648.  Asas hukum ini dilatarbelakangi oleh pemikiran 
individualistik –liberalistik yang berkembang sejak pertengahan abad  XIX 
sampai saat ini. Di dalam   sistem peradilan pidana (criminal justice sistem) 
berdasarkan sistem  hukum Common Law ( system adversarial/system contest), 
asas hukum ini merupakan prasyarat utama untuk menetapkan bahwa suatu proses 
telah berlangsung jujur, adil, dan tidak memihak (due process of law). Asas 
praduga tak bersalah merupakan bagian yang tidak  terpisahkan dari prinsip due 
process(http://www.legalitas.org/?q=Logika+Hukum+Asas+Praduga+Tak+Bersal
ah%3A+Reaksi+Atas+Paradigma+Individualistik>5 Desember 2009 pukul 11.49 
WIB).   
Indonesia sebagai Negara yang menganut sistem Civil Law, juga 
mengenal bahkan menganut Asas praduga tidak bersalah (presumption of 
innocence), asas ini di Indonesia hanya dimuat dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan di dalam 
Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, 
dimana dirumuskan bahwa, ”Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, 
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dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah 
sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya, dan telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap”. 
Terdapat 2 (dua) Konsekuensi logis dari asas praduga tidak bersalah 
(presumption of innocence) ini yaitu: 
a. Kepada tersangka atau terdakwa diberikan hak oleh hukum untuk tidak 
memberikan keterangan yang akan memberatkan/merugikan dirinya di muka 
persidangan (the right of non-self incrimination) 
Asas non-self incrimination adalah suatu hal yang tidak diperbolehkan 
dilakukan dalam suatu proses peradilan pidana. Hal tersebut dapat berupa 
tindakan atau pernyataan yang diambil atau berasal dari seseorang sehingga 
dengan tindakan atau pernyataan itu dirinya menjadi in a crime. Larangan ini 
berasal dari beban negara untuk menuduh dan membawa seseorang ke 
pengadilan, untuk membuktikan kesalahannya itu. Seseorang yang menjadi 
tertuduh tidak dapat dipaksa membantu kewajiban negara itu. 
Asas ini secara operasional terelaborasi dalam Pasal-Pasal KUHAP, 
yaitu: 
1) Tersangka/terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Bahkan, ia 
dapat tidak menjawab dalam proses pemeriksaan, hanya diingatkan kalau 
hal itu terjadi, lalu pemeriksaan diteruskan (Pasal 66 jo 175). 
2) Tersangka/terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas. 
Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan. Hal ini dilarang 
dengan tujuan agar pemeriksaan itu mencapai hasil yang tidak 
menyimpang dari apa yang sebenarnya, sekaligus menjauhkan dari rasa 
takut. Karena itu, wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap 
tersangka/terdakwa (Pasal 52 jo 166).  
3) Pengakuan tersangka/terdakwa bukanlah merupakan alat bukti (Pasal 
184). Beban pembuktian menjadi kewajiban Jaksa Penuntut Umum Pasal 
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189 ayat (3), jadi keterangan Terdakwa hanya dapat dipergunakan bagi 
dirinya sendiri. 
 
b. Untuk tidak memberikan jawaban baik dalam proses penyidikan maupun 
dalam proses persidangan (the right to remain silent) 
KUHAP tidak menganut asas the right to remain silent atau asas the 
right of non self incrimination (M.Yahya Harahap, 1988:725). KUHAP tidak 
mengenal asas yang memberi hak kepada terdakwa untuk menolak menjawab 
pertanyaan, karena ketika seseorang menjadi tersangka/ terdakwa, akan 
menjadi sesuatu hal yang wajar dan diperkenankan untuk berbohong dan hal 
ini  sesuai dengan asas the right to remain silent dan hak ingkar. Adanya asas 
the right to remain silent semata-mata adalah usaha untuk mencegah tindakan 
menyimpang seperti penggunaan penyiksaan dalam proses penyidikan. 
Pasal 52 KUHAP menyatakan, ''Dalam pemeriksaan pada tingkat 
penyidikan dan peradilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan 
keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim''.  Menurut penjelasan 
Pasal 52 KUHAP, supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak 
menyimpang dari yang sebenarnya, maka tersangka atau terdakwa harus 
dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau 
tekanan terhadap tersangka atau terdakwa. 
Selain itu, Pasal 117 KUHAP menyatakan bahwa keterangan 
tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari 
siapapun dan atau dalam bentuk apa pun. Namun kedua Pasal ini tidak 
menyebutkan sama sekali tentang masalah keabsahan hasil penyidikan yang 
diperoleh dengan cara penyiksaan itu. 
Pasal 52 KUHAP maupun Pasal 117 KUHAP sebenarnya berkaitan 
erat dengan asas- asas pemeriksaan keterangan tersangka/ tersdakwa yaitu the 
right to remain silent, suatu hak tersangka/terdakwa untuk tidak menjawab, 
artinya keterangan tersangka/terdakwa hanya dapat dipergunakan bagi dirinya 
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sendiri. Sebagaimana dimaksud dengan Pasal 189 ayat (3) KUHAP, adanya 
suatu pengakuan terdakwa tidaklah dipergunakan sebagai alat bukti lagi, 
bahkan hanya menempati urutan terakhir sebagai alat bukti seperti dalam 
Pasal 184 ayat (1) KUHAP dengan penyebutan "keterangan terdakwa", bukan 
suatu "pengakuan terdakwa". 
 
Untuk menciptakan keseimbangan dan keselarasan kepentingan serta 
perlindungan kepentingan hukum para hakim dan terdakwa serta penasehat 
hukum. Maka masing- masing pihak harus menyadari bahwa pelaksanaan asas the 
right to remain silent maupun asas non self incrimination  harus dilaksanakan 
dengan asas keseimbangan sesuai Pasal 175 KUHAP yaitu pemeriksaan terdakwa 
di sidang pengadilan harus melindungi kepentingan terdakwa sebagai manusia 
yang memiliki hak- hak asasi dan kepentingan ketertiban masyarakat pada sisi 
lain tanpa mengorbankan hak- hak asasi manusia demi mengejar kepentingan 
umum. 
Dalam penerapan Pasal 175 KUHAP sebagai suatu keseimbangan, 
terdakwa seharusnya menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. 
Terdakwa dalam kedudukannya sebagai orang yang diduga melakukan 
tindak pidana adalah anggota masyarakat ikut bertanggung jawab 
tegaknya hukum dalam kehidupan masyarakat (M.Yahya Harahap, 
1988:726). 
 
Hakim juga tidak boleh memaksa terdakwa untuk menjawab, kalau 
terdakwa tidak mau menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. Yang boleh 
dilakukan hakim hanya “menganjurkan” terdakwa untuk menjawab. Selain itu, 
hakim ataupun penuntut umum tidak boleh mengartikan diamnya terdakwa 
sebagai tingkah laku dan perbuatan menghalangi dan mengganggu ketertiban 
sidang. Apalagi sampai mempertimbangkan dan menarik kesimpulan bahwa 
keengganan menjawab sebagai keadaan yang memberatkan kesalahan dan 
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hukuman terdakwa. Diamnya terdakwa harus dinilai secara kasuistis dan realistis, 
dengan argumentasi yang matang dan cukup pertimbangannya. 
Dari asas yang telah dibahas di atas, pemeriksaan terdakwa dipusatkan 
pada asas keseimbangan antara kepentingan terdakwa pada satu pihak dan 
kepentingan umum di pihak lain, untuk mengungkap kebenaran yang sebenarnya 
dalam pemeriksaan. Keberadaan Pasal 175 untuk melegalkan terdakwa tidak 
menjawab pertanyaan yang diajukan ketika pemeriksaan, tidak semata- mata 
digunakan begitu saja karena terdakwa bisa dengan mudah lepas dari tanggung 
jawab tindak pidana yang dilakukan.   
 
3. Tinjauan Tentang Kejahatan yang Berdampak Luas dan Sistematik (Extra-
ordinary Crime) 
Dalam buku yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia 
tentang Pedoman Unsur-unsur Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia 
yang Berat dan Pertanggungjawaban Komando dijelaskan bahwa Syarat “meluas 
atau sistematis” ini adalah syarat yang fundamental untuk membedakan kejahatan 
ini dengan kejahatan umum lain yang bukan merupakan kejahatan internasional. 
Kata “meluas” tertuju pada “jumlah korban”, istilah ini mencakup “massive, 
sering atau berulang-ulang, tindakannya dalam skala yang besar, dilaksanakan 
secara kolektif dan berakibat serius”. Sedangkan istilah “sistematis” merupakan 
suatu pola atau metode tertentu yang diorganisir secara menyeluruh dan 
menggunakan pola yang tetap (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2006:25). 
Berdasarkan yurisprudensi internasioanl, sebagaimana dalam putusan 
ICTR (International Criminal Tribunal for Rwanda), dalam kasus 
Akayesu, dinyatakan bahwa kata “meluas” sebagai “tindakan massive, 
berulang, dan berskala besar, yang dilakukan secara kolektif dengan 
dampak serius dan diarahkan terhadap sejumlah besar korban (multiplicity 
of victim)”. Sedangkan “sistematis” diartikan sebagai: “diorganisasikan 
secara rapih dan mengikuti pola tertentu yang terus menerus berdasarkan 
kebijakan yang melibatkan sumberdaya publik atau privat yang 
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substansial.” Meskipun kebijakan tersebut bukan merupakan kebijakan 
Negara secara formal (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2006:26). 
Istilah-istilah diatas mengenai kejahatan yang berdamapak luas dan 
sistematik diambil dari sudut pandang terhadap pelanggaran Ham Berat, karena 
Istilah kejahatan yang berdampak luas dan sistematik (extraordinary crime) 
awalnya muncul dari kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM)  berat, dan sesuai 
berkembangnya kondisi hukum istilah ini pun mengalami perluasan, istilah ini 
tidak hanya sebatas dipakai dalam kejahatan terhadap kejahatan HAM berat saja.  
Salah satu istilah mengenai sistematis dapat kita lihat juga dari pengertian 
sistemik dalam kejahatan ekonomi yang saat ini sering di bahas dan menjadi buah 
pembicaraan karena adanya masalah kasus bank century. Kata sistemik dalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia keluaran Depdiknas, tidak menemukan definisi 
dari kata sistemik. Namun demikian, bahwa kata dasar dari kata sistemik adalah 
"sistem", suatu perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga 
membentuk suatu totalitas. Turunan berikut dari kata sistem adalah "sistematis", 
"sistematika", dan seterusnya hingga muncul istilah baru "sistemik" yang diserap 
dari kata systemic. Sistemik itu sendiri berarti "berpotensi mempengaruhi sistem", 
atau "berpotensi mengubah jalannya sistem untuk (cenderung) melenceng dari 
kondisi normal”. Dalam ilmu keuangan (finance), sistemik selalu dikaitkan 
dengan upaya mengantisipasi risiko yang mungkin timbul. Ukuran dan 
parameternya selalu jelas, teknis, dan sangat akademik. Oleh karenanya, dalam 
ilmu finance sangat popular dengan teori yang disebut dengan systemic risk. Jadi 
jelaslah bahwa istilah "sistemik" sangat berhubungan dengan upaya manusia 
dalam mengantisipasi risiko yang timbul. Jika salah satu variabel mengalami 
anomali dalam intensitas yang tidak biasa, maka dipastikan kondisi ini akan 
berpengaruh terhadap sistem secara keseluruhan 
(http://politikana.com/baca/2009/12/22/sistemik.html>25 desember 2009 pukul 
13.44 WIB). Sedangkan kata “meluas” lebih mengacu pada jumlah korban fisik 
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yang luar biasa secara kuantitatif baik yang terkena secara langsung maupun 
secara tidak langsung. 
Kemudian Sukardi dalam bukunya illegal logging dalam prospektif politik 
hukum pidana (kasus papua), mengartikan  extraordinary crime sebagai  suatu 
kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, 
ekologi, ekonomi dan politik yang dapat dilihat dari akibat-akibat yang 
ditimbulkan oleh suatu kegiatan atau perbuatan yang ditemukan dan dikaji oleh 
berbagai lembaga pemerintahan maupun lembaga non pemerintahan, nasional 
maupun internasional (http://www.depperin.go.id/kebijakan/12KPIN-
Bab8.pdf>5 Desember 2009 pukul 11.39 WIB).  
Dari pengertian tersebut dapat dikategorikan beberapa kejahatan yang 
berdampak luas dan sistematik (extraordinary crime) seperti kejahatan illegal 
loging, tindak pidana korupsi, pencucian uang (money laundering), kejahatan 
lingkungan, terorisme, serta kejahatan transnasioanl. Hal ini disebabkan karena 
kejahatan-kejahatan tersebut berdampak luas dan memberikan dampak baik 
terhadap kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik dan mungkin ekologi serta 
melibatkan korban yang besar baik secara langsung dirasakan maupun tidak 
secara langsung dirasakan serta korban fisik dan immateril yang luar biasa secara 
kuantitatif. 
 
4. Tinjauan Tentang Teori Keadilan 
 Rumusan-rumusan mengenai keadilan menurut beberapa ahli dalam 
bukunya Satjipto Rahardjo ( 2000: 163-165) sebagai berikut:  
a. Ulpianus, “ keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus-menerus 
untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya” 
(Iustitia est constans et  perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi). 
b. Aristoteles, “keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya 
menjadi dasar dari peraturan Negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran 
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tentang apa yang hak”. Menurut Aristoteles, orang harus mengendalikan diri 
dari pleonexia, yaitu memperoleh keuntungan bagi diri sendiri dengan cara 
merebut apa yang merupakan kepunyaan orang lain, atau menolak apa yang 
seharusnya diberikan kepada orang lain. 
c. Keadilan Justinian, “keadilan adalah kebajikan yang memberikan hasil, bahwa 
setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya”. 
d. Herbert Spencer, “ setiap orang bebas untuk  menentukan apa yang akan 
dilakukannya,  asal ia tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain”. 
e. Roscoe Pound, melihat keadilan-keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa 
diberikannya kepada masyarakat. Hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa 
pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan 
sekecil-kecilnya. Pound mengatakan, ia senang melihat “ semakin meluasnya 
pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-
keinginan manusia melalui pengadilan sosial; semakin meluas dan efektifnya 
jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan 
pemborosan yang terus menerus dan semakin efektiif dan menghindari 
perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, 
singkatnya sosial engineering yang semakin efektif”. 
f. Nelson, “tidak ada arti lain bagi keadilan kecuali persamaan pribadi”. 
g. John Salmond, “ norma keadilan menentukan ruang lingkup dari kemerdekaan 
individual dalam mengejar kemakmuran individual, sehingga dengan 
demikian membatasi kemerdekaan individu di dalam batas-batas sesuai 
dengan kesejahteraan ummat manusia”. 
h. Hans Kelsen, “ keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang di bawah 
lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dengan subur. 
Keadilan menurut saya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, 
keadilan demokrasi-keadilan toleransi”. 
i. John Rawls, menkonsepkan “ keadilan sebagai fairness, yang mengandung 
asas-asas, “bahwa orang-orang yang merdeka dan rasioanl yang berkehendak 
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untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya memperoleh 
suatu kedudukan yang sama pada saat akan memualinya dan itu merupakan 
syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang 
mereka kehendaki”. 
Kemudian disumpulkan oleh Satjipto Rahardjo bahwa, 
Keadialan adalah ukuran yang kita pakai dalam memberikan perlakuan 
terhadap objek diluar diri kita. Objek yang ada di luar kita ini adalah 
manusia, sama dengan kita. Oleh karena itu ukuran tersebut tidak dapat 
dilepaskan dari arti yang kita berikan kepada manusia atau kemanusiaan, 
tentang konsep kita mengenai manusia. Bagaimana anggapan kita tentang 
manusia, itulah yang akan membuahkan ukuran-ukuran yang kita pakai 
dalam memberikan perlakuan terhadap orang lain. Apabila manusia itu 
kita anggap sebagai makhluk yang mulia, maka perlakuan kita kepadanya 
pun akan mengikuti anggapan yang demikian itu dan hal ini akan 
menentukan ukuran yang akan kita pakai dalam menghadapi mereka 
(Satjipto Rahardjo, 2000:165). 
 
Nilai keadilan sifatnya relatif, definisi tentang apa yang disebut dengan 
adil akan berbeda-beda setiap individu, sehingga tidak mungkin menemukan 
keadilan mutlak (absolute justice). Mengenai hal itu, Aristoteles  mengemukakan 
teori realus yang berusaha untuk membedakan keadilan menjadi beberapa jenis 
yaitu: 
a. Keadilan kumulatif, yaitu keadilan yang terjadi dalam hal setiap orang 
mendapatkan bagian yang sama, tidak didasarkan pada prestasi. 
b. Keadilan distributif, yaitu tercipta adil apabila setiap individu mendapatkan 
bagian sesuai dengan peran dan kontribusi masing-masing. 
c. Keadilan indikatif, yaitu dikatakan adil apabila suatu hukuman itu setimpal 
dengan kejahatan. 
d. Keadilan kreatif, yaitu keadilan yang harus ada perlindungan kepada orang 
yang kreatif (pencipta). 
e. Keadilan protektif, yang berbicara mengenai perlindungan bagi tiap individu. 
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f. Keadilan legalis, bahwa keadilan itu tersirat dalam undang-undang 
(Aristoteles dalam Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2006: 13-
14). 
Di dalam sistem peradilan pidana saat ini timbul pergeseran terbaru 
mengenai konsep keadilan dalam menangani perkara-perkara pidana yaitu saat ini 
mulai berkembang pendekatan keadilan restoratif.  Keadilan Restoratif adalah 
sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana 
dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang 
dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana 
yang ada pada saat ini. Dipihak lain, keadilan restoratif juga merupakan suatu 
kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak 
pidana bagi penegak dan pekerja hukum (http://evacentre.blogspot.com/> 5 
Desember 2009 pukul 11.59 WIB). 
Menurut John Braithwaite, keadilan restoratif berarti memulihkan keadilan 
restoratif korban, sistem peradilan pidana yang lebih berpusat pada korban, serta 
memulihkan pelaku dan pemulihan masyarakat. Memulihkan korban berarti 
memulihkan kerugian atau milik cedera pribadi dan memulihkan rasa aman. 
Untuk pelaku memulihkan rasa aman dan pemberdayaan yang sering terikat 
dengan pekerjaan, perasaan memiliki masa depan, mencapai keberhasilan 
pendidikan dan keberhasilan lainnya. Serta memulihkan masyarakat berarti 
memulihkan dukungan sosial di sekitar korban dan pelaku tertentu yang 
dikembalikan (http://www.iirp.org/library/braithwaite.html>17 Maret 2010 pukul 
10.32 WIB) 
Keadilan restoratif adalah wahana untuk memperbaiki korban, pelaku dan 
masyarakat akibat adanya kejahatan, keadilan restoratif  berbeda dengan cara 
bekerjanya kriminologi yang hanya memperhatikan kejahatan tetapi melupakan 
korban. Sehingga keadilan restoratif ini bekerja keras untuk terjaminnya keadilan, 
restorasi kehormatan, menumbuhkan budaya malu, penyembuhan terhadap korban 
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dan hal-hal lain. Keadilan restoratif merupakan program yang menjanjikan dalam 
strategi mereduksi kejahatan. Keadilan restoratif ini dibangun atas dasar nilai-nilai 
tradisional komunitas yang positif dan sanksi-sanksinya yang dilaksanakan 
menghargai hak asasi manusia. Prinsip-prinsip keadilan restoratif adalah, 
membuat pelaku bertanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan yang 
disebabkan karena kejahatannya, memberikan kesempatan pada pelaku untuk 
membuktikan kapasitas dan kualitasnya sebaik dia mengatasi rasa bersalahnya 
dengan cara konstruktif, melibatkan korban, masyarakat dan, membuat forum 
kerjasama, juga dalam masalah yang berhubungan dengan kejahatan untuk 
mengatasinya (Rena Yulia, 2010:164-190). 
Tabel 2 
Pokok-pokok Gagasan Desain Pemidanaan Perspektif Restoratoif 
NO TEMA POKOK KONSEP DASAR 
1. Adanya pidana (penjara) 1. Pidana (penjara) tidak penting/ tidak perlu 
2.  Tujuan pidana 1. pertanggung jawaban perbuatan 
2. Menyelesaikan konflik 
3. mendamaikan 
3. Pertanggungjawaban 1. pertanggungjawaban terhadap 
dampak/akibat kejahatan 
2. dasarnya kerugian, membahayakan dan 
menderitakan 
3. tidak dibatasi dalam bentuk pidana tetapi 
dipahami konteksnya secara keseluruhan 
4.  Bentuk pidana 1. kewajiban merestorasi akibat kejahatan 
dalam bentuk restitusi dan kompensasi 
2. rekonsiliasi dan penyatuan sosial 
3. lamanya pidana tergantung kepada 
besarnya kerugian yang terjadi 
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5. Efek 1. tanggung jawab sosial 
2. preventif 
3. menghindari  stigmatisasi 
4. kehidupan di masa yang akan datang 
Sumber: Rena Yulia, 2010:167 
Dari tabel diatas  dapat dilihat bahwa konsep keadilan restoratif 
didasarkan pada tujuan hukum sebagai upaya menyelesaikan konflik dan 
mendamaikan antara pelaku dan korban kejahatan. Pidana penjara bukan satu-
satunya pidana yang dapat diberikan pada pelaku melainkan pemulihan kerugian, 
penderitaan yang dialami korbanlah yang utama. Kewajiban merestorasi kejahatan 
dalam bentuk restitusi dan kompensasi serta rekonsiliasi dan penyantunan sosial 
merupakan bentuk pidana  dalam konsep keadilan restoratif. Diharapkan dari 
keadilan restoratif memberikan tanggung jawab sosial pada pelaku dan mencegah 
stigmatisasi pelaku dimasa yang akan datang (Rena Yulia, 2010:190) .  
Keadilan restoratif  (Restoratif Justice), yang merupakan suatu model 
pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan 
sistem yang sekarang ada yang lebih pada pendekatan retributif, pendekatan ini 
menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat 
dalam proses penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini populer disebut sebagai 
“non state justice sistem” di mana peran Negara dalam penyelesaian perkara 
pidana menjadi kecil atau bahkan tidak ada sama sekali 
(http://evacentre.blogspot.com/>5 Desember 2009 pukul 11.59 WIB).  
Tabel 3 
Perbandingan Konsep Keadilan Retributif dan Keadilan Restoratif 
Retributive Justice Restorative Justice 
1. Kejahatan dirumuskan sebagai 
pelanggaran terhadap negara, 
hakekat konflik dari kejahatan 
1. Kejahatan dirumuskan sebagai 
pelanggaran seseorang terhadap 
orang lain, dan diakui sebagai 
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dikaburkan dan ditekan. konflik. 
2. Perhatian diarahkan pada 
penentuan kesalahan pada 
masa lalu. 
2. Titik perhatian pada pemecahan 
masalah pertanggungjawaban dan 
kewajiban pada masa depan. 
3. Hubungan para pihak bersifat 
perlawanan, melalui proses 
teratur dan bersifat normatif. 
3. Sifat normatif dibangun atas dasar 
dialog dan negosiasi. 
4. Penetapan penderitaan untuk 
penjeraan dan pencegahan. 
4. Restitusi sebagai sarana perbaikan 
para pihak, rekonsiliasi dan 
restorasi sebagai tujuan utama. 
5. Keadilan dirumuskan dengan 
kesengajaan dan dengan 
proses. 
5. Keadilan dirumuskan sebagai 
hubungan hak, dinilai atas dasar 
hasil. 
6. Kerugian sosial yang satu 
digantikan dengan yang lain. 
6. Sarana perhatian pada perbaikan 
sosial. 
7. Masyarakat berada pada garis 
samping dan ditampilkan 
secara abstrak oleh negara. 
7. Masyarakat merupakan fasilitator 
di dalam proses restoratif. 
8. Aksi diarahkan dari negara 
pada pelaku tindak pidana.  
8. Peran korban dan pelaku 
kejahatan diakui, baik dalam 
masalah maupun dalam 
penyelesaian hak-hak dan 
kebutuhan korban, pelaku 
kejahatan didorong untuk 
bertanggungjawab. 
9.  Pertanggungjawaban si pelaku 
tindak pidana dirumuskan 
dalam rangka pemidanaan. 
9. Pertanggungjawaban si pelaku 
dirumuskan sebagai dampak 
pemahaman terhadap perbuatan 
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dan untuk memutuskan yang 
terbaik. 
10. Tindak pidana dirumuskan 
dalam terminology hukum 
yang bersifat teoritis dan murni 
tanpa dimensi moral, sosial 
dan ekonomis. 
10. Tindak pidana dipahami dalam 
konteks menyeluruh, moral, sosial 
dan ekonomis. 
 
11. Stigma kejahatan tidak dapat 
dihilangkan. 
11. Stigma dapat dihapus dengan 
tidak restoratif. 
Sumber: Rena Yulia, 2010:162-163 
Pergeseran dari keadilan retributif ke keadilan restoratif dimaksud terletak 
pada fokus perhatian sistem peradilan pidana yang semula hanya memperhatikan 
kedudukan pelaku menjadi seimbang dengan juga melibatkan unsur korban atau 
elemen masyarakat yang terbebas dari institusi negara. Dari tabel dibawah ini 
dapat kita lihat pergeseran posisi hukum korban dari pendekatan keadilan 
retributif ke pendekatan keadilan restoratif dalam penyelanggaraan sistem 
peradilan pidana: 
Tabel 3 
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Hukum Acara Pidana mengatur cara-cara yang harus ditempuh dalam 
menegakkan ketertiban hukum dalam masyarakat, namun sekaligus juga 
bertujuan melindungi hak-hak asasi tiap-tiap individu baik itu korban maupun si 
pelanggar hukum. Hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia saat ini diatur 
didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
atau lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidna atau 
disingkat dengan KUHAP.  
Ada banyak asas dalam Hukum Acara Pidana, di dalam penjelasan 
KUHAP disebutkan ada 10 asas, salah satunya asas yang paling terkenal dan 
menunjukkan perubahan yang fundamental dari ketentuan hukum acara pidana 
yang pernah diatur dalam HIR (Herziene Inlandsch Reglement) adalah asas 
praduga tidak bersalah (presumption of innocence). Asas ini  merupakan  hak 
tersangka/terdakwa dimana setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, 
dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak 
bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Asas ini jelas menjunjung tinggi hak-
hak asasi manusia khususnya dalam hal ini hak-hak tersangka atau terdakwa. 
Namun dalam perkembangan hukum saat ini, memunculkan kejahatan-
kejahatan yang memerlukan penanganan extra yaitu kejahatan yang berdampak 
luas dan sistematis (extraordinary crime) dan dirasakan asas praduga tidak 
bersalah inj sudah mulai tidak efektif untuk menghadapi  kejahatan-kejahatan 
tersebut. Dalam hal ini kejahatan-kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai 
kejahatan yang berdampak luas dan sistematik (extraordinary crime) seperti kasus 
kejahatan lingkungan, kejahatan terorisme, tindak pidana korupsi, tindak pidana 
pencucian uang (money laundering), atau kasus illegal loging serta kejahatan 
transnasional. Sehingga penting untuk mengkonsep kembali mengenai tafsir asas 
praduga tidak bersalah ini agar lebih efektif menghadapi kejahatan semacam ini 
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dan  dapat memberikan keseimbangan antara hak-hak tersangka/ terdakwa yang 
muncul dari penerepan asas praduga tidak bersalah ini dengan hak-hak korban . 
Asas praduga tidak bersalah ini merupakan prasyarat utama untuk 
mewujudkan prinsip peradilan yang jujur dan adil (fair and impartial trial) dan  
bagian yang tidak  terpisahkan dari prinsip tersebut. Bila dalam menghadapi 
kejahatan yang berdampak luas dan sistematik (extraordinary crime) penting 
melakukan rekonseptualisasi terhadap tafsir asas praduga tidak bersalah, hal ini 
jelas akan berpengaruh terhadap prinsip peradilan yang jujur dan adil (fair and 
impartial trial) terutama dalam memberikan keadilan restoratif bagi korban 
kejahatan, yang diketahui bahwa penerapan asas parduga tidak bersalah ini hanya 
memberikan prinsip peradilan yang jujur dan adil (fair and impartial trial) bagi 
pihak tersangka/terdakwa bukan korban. 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penyebab Urgensi Rekonseptualisasi Tafsir Asas Praduga Tidak Bersalah 
(Presumption of Innocence) untuk Menghadapi Kejahatan yang Berdampak 
Luas dan Sistematik (Extraordinary Crime) dalam Perspektif KUHAP 
Ada beberapa alasan yang menjadi penyebab pentingnya rekonseptualisasi 
terhadap tafsir asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) terutama 
dalam menghadapi kejahatan yang berdampak luas dan sistematik (extraordinary 
crime), yaitu: 
1. Asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) pada dasarnya 
berkembang dari pemikiran individulistik-liberalistik yang kurang 
sesuai dengan falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia 
Bila dilihat asal mula/sejarah lahirnya asas praduga tidak bersalah, 
asas ini menganut paradigma induvidulistik –liberalistik yang berasal dari 
sistem hukum common law, khususnya inggris sejak abad XI yaitu dalam Bill 
of Right (1648), tetapi baru mulai berkembang pada abad XIX hingga saat ini. 
Paradigma individualistik-liberalistik ini dapat dipahami artinya dengan 
melihat pengertian umum yang ditangkap dari kata individualiatik adalah 
bahwa orang yang termasuk golongan ini mempunyai sifat yang egois, tidak 
suka saling menolong atau gotong-royong dan tidak bersifat kekeluargaan. 
Sedangkan liberalistik lebih kepada kebebasan dari setiap individu 
(http://www.overseasthinktankforindonesia.com%2F2007%2F08%2F06%2F
mitos-dan-fakta-kehidupan-di-amerika–serikat-3-individualistik-dan-
kapitalistik%2F>20 Mei 2010, pukul 17.18 WIB). Sehinga bila dikaitkan 
dengan asas praduga tidak bersalah, pemahaman individualistik ini hanya 
melihat pada kepentingan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap 
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tersangka/terdakwa dan mengenyampingkan kepentingan korban yang dalam 
hal ini paling menderita kerugian dari suatu perbuatan pidana. 
Pemikiran individualistik-liberalistik tidak sesuai dengan falsafah dan 
pandangan hidup bangsa Indonesia yang mendasar pada Pancasila dan UUD 
1945 yang pada dasarnya menganut pemahaman kekeluargaan, gotong-royong 
dan musyawarah mufakat. Pemahaman ini tercemin dari berbagai aspek, 
mulai dari sejarah pembentukan dan perumusan Pancasila dan UUD 1945; 
butir-butir Pancasila; pembukaan, batang tubuh serta  penjelasan dari UUD 
1945.  
Mengetahui nilai falsafat yang terkandung di dalam Pancasila dan 
UUD 1945 maka harus memahami proses lahirnya Pancasila dan UUD 1945 
tersebut. Perumusannya tidak terlepas dari  berbagai pendapat dari tokoh-
tokoh bangsa saat itu, beberapa menyatakan bahwa (Mien Rukmini, 2003:45-
47): 
a. Soekarno, sebagai tokoh sentral pada saat itu berkata bahwa: 
Saya minta menangisi kepada tuan-tuan dan nyonya-nyoya, 
buanglah sama sekali paham individualism itu, jangan dimasukkan 
dalam Undang-undang Dasar kita yang dinamakan”right of the  
citizen” sebagai yang dianjurkan oleh Republik Prancis itu adanya. 
Kita menghendaki keadilan sosial. Buat apa grondwet menuliskan 
bahwa manusia bukan saja mempunyai kemerdekaan suara. 
Mengadakan persidangan dan berapat, jika misalnya tidak ada 
sosiale rechtvaardigheid yang demikian itu? Buat apa kita 
membikin grondwet, apa guna grondwet itu kalau ia tidak dapat 
mengisi perut yang kelaparan? Grondwet yang berisi “droit des 
i’homme et du citoyen”itu, tidak bisa menghilangkan kelaparan 
orang miskin yang hendak mati kelaparan. Maka oleh karena itu, 
jikalau kita betul-betul hendak mendasarkan negara kita kepada 
paham kekeluargaan, paham tolong menolong, paham gotong-
royong dan keadilan sosial, enyahkanlah tiap-tiap pikiran, tiap-tiap 





b. Begitu pula Soepomo berpendapat: 
Tadi dengan panjang lebar sudah diterangkan oleh anggota 
Soekarno bahwa, dalam pembukaan itu kita telah menolak aliran 
pikiran perseorangan, kita menerima akan menganjurkan aliran 
pikiran kekeluaargaan. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar 
kita tidak bisa lain daripada pengandung sistem kekeluargaan. 
Tidak bisa kita memasukkan dalam Undang-Undang Dasar 
beberapa pasal-pasal tentang bentuk-bentuk menurut aliran-aliran 
yang bertentangan. Misalnya dalam Undang-Undang Dasar kita 
tidak bisa memasukkan pasal-pasal yang tidak berdasarkan aliran 
kekeluargaan, meskipun kita sebetulnya kita ingin sekali 
memasukkan, dikemudian hari mungkin, umpamanya negara 
bertindak sewenang-wenang. 
Akan tetapi, jikalau hak itu kita masukkan, sebetulnya pada 
hakekatnya Undang-Undang Dasar itu berdasar atas sifat 
perseorangan, dengan demikian sistem Undang-Undang dasar 
bertentangan dengan konstruksinya, hal itu sebagai konstruksi 
hukum tidak baik, jikalau ada kejadian bahwa pemerintah 
bertindak sewenang-wenang. 
c. Sedikit berbeda dengan pendapat Moh. Hatta yang menyatakan bahwa: 
Sebab ini ada baiknya dalam salah satu pasal, misalnya pasal yang 
mengenai warga negara, disebutkan juga disebelah hak yang sudah 
diberikan kepadanya misalnya tiap-tiap warga negara jangan takut 
mengeluarkan suaranya. Yang perlu disebutkan di sini hak untuk 
berkumpul dan bersidang atau menyurat dan lain-lain. 
Formuleringnya atau redaksinya boleh kita serahkan kepada 
Panitia Kecil. Tetapi tanggungan ini perlu untuk menjaga, supaya 
negara kita tidak menjadi negara kekuasaan, sebab kita 
mendasarkan negara kita atas kedaulatan rakyat. 
d.   Sependapat dengan pendapat Moh. Hatta, Yamin mengemukakan bahwa: 
Supaya aturan kemerdekaan warga negara dimasukkan dalam 
Undang-Undang Dasar seluas-luasnya. Saya menolak segala 
alasan-alasan yang dimajukan untuk tidak memasukkannya dan 
seterusnya, dapatlah saya memajukanbeberapa alasan pula, selain 
dari pada yang dimajukan oleh anggota yang terhomat Drs. Moh. 
Hatta tadi. Segala Constitution lama dan baru di atas dunia berisi 
perlindungan aturan dasar itu, misalnya Undang-Undang Dasar 
Dai Nippon, Republik Filipina dan Republik Tiongkok. Aturan 
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dasar tidaklah berhubungan dengan liberalism, melainkan semata-
mata suatu keharusan perlindungan kemerdekaan yang harus 
diakui dalam Undang-Undang Dasar. 
Dari pendapat ke empat tokoh bangsa Indonesia tersebut dapat 
disimpukan bahwa pada dasarnya Indonesia bukanlah negara yang menganut 
paham individulistik, tetapi tetap berusaha untuk memberikan perlindungan 
terhadap orang perorangan sebagai warga negara dan hal ini bukanlah 
ekspresi individualisime murni karena adanya keseimbangan dengan 
kewajiban sebagai anggota masyarakat.  Dalam perumusan Pancasila dan 
UUD 1945 mendasarkan negara Indonesia kepada pemahaman kekeluargaan, 
paham tolong-menolong, paham gotong royong dan paham keadilan sosial. 
Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, 
memandang bahwa kebahagiaan manusia dapat tercapai jika dikembangkan 
hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara individu dengan 
lingkungannya begitu dengan duniawi dan rohani. Hubungan yang serasi, 
selaras, dan seimbang (harmonis) tersebut tidak bersifat netral melainkan 
dijiwai nilai-nilai kelima sila dari pancasila sebagai satu kesatuan yang bulat 
dan utuh (Notonagoro dalam Mien Rukmini, 2003:51). 
Dipertegas lagi dalam Butir-Butir Pedoman Penghayatan dan 
Pengamalan Pancasila terutama butir-butir pada sila keempat “kerakyatan 
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan/perwakilan”, terutama butir keempat yang menyatakan 
bahwa “musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat 
kekeluargaan”. Kemudian dalam butir-butir sila kelima “keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia”, yaitu butir kesatu “mengembangkan perbutan yang 
luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan 
kegotongroyongan”.  Butir-butir Pancasila tersebut tidak menunjukkan adanya 
prioritas terhadap kepentingan individu tetapi lebih kepada kepentingan 
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bersama yang terwujud dengan suasana kekeluargaan, musyawarah mufakat 
dan sikap saling tolong menolong dan gotongroyong. 
Sejalan dengan pendapat dari Soediman Kartohadiprodjo yang 
menegaskan bahwa (Soediman Kartohadiprodjo dalam Mien Rukmini, 
2003:54-55): 
Negara kita berdasarkan pikiran lain, ialah Pancasila. Pancasila 
berjiwa kekeluargaan dan gotong royong tidak berpangkal pada 
individu yang dilahirkan bebas dan merdeka, melainkan pada 
“Keasatuan dalam perbedaan; Perbedaan dalam kesatuan”. Suatu 
pandangan tentang tempat individu dalam pergaulan hidup yang 
digambarkan dengan “ora sanak ora kadang, yen mati melu 
kelangan”. Manusia dilihatnya selalu hidup dalam suatu pergaulan 
hidup. Manusia ini ditakdirkan Tuhan untuk hidup bersama dengan 
sesama manusia, yang diperlengkapi dengan alat-alat yang diperlukan 
(Sila Pertama, Kedua dan Ketiga). Untuk menunaikan kodratnya 
manusia ingin hidup dengan bahagia (Sila Kelima) dengan jalan 
musyawarah (Sila Keempat), dan untuk hidup bahagia, suatu 
kelompok manusia (bangsa) berorganisasi dalam Negara. 
Pemahaman kekeluargaan tersebut sebaiknya tidak hanya berupa 
kata-kata belaka, tetapi bagaimana pemahaman tersebut diterapkan dalam 
kehidupan sehari-hari, berbangsa dan bertanah air. Hal ini sesuai dengan 
Penjelasan UUD 1945 yang menyatakan “Meskipun dibikin Undang-
Undang Dasar yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila 
semangat penyelenggara negara , para Pemimpin pemerintahan itu bersifat 
perseorangan, Undang-Undang Dasar tadi tentu tidak ada artinya dalam 
praktek”. 
Tidak terlepas dari apa yang telah disampaikan oleh Soepomo dan 
Yamin pada waktu perumusan UUD 1945 yang pada intinya menyatakan 
perlu adanya pasal-pasal dalam suatu Undang-Undang Dasar yang 
memberikan perlindungan bagi warga negara secara individu sebagai 
bentuk perlindungan rakyat yang mendasar pada kedaulatan rakyat dan 
untuk menjaga supaya tidak terbentuk negara kekuasaan, dalam UUD 
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1945 akhirnya diwujudkan dalam beberapa pasal yang dikenal dengan  
Hak Asasi Politik dan Hak Asasi Sosial bagi warga negara. Hak Asasi 
Politik tertuang dalam Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 30.   Sedangkan Hak 
Asasi Sosial tertuang dalam Pasal 31, Pasal 33 dan Pasal 34. 
UUD 1945 dikaitkan dengan asas praduga tidak bersalah 
(presumption of innocence), asas ini merupakan implementasi dari salah 
satu Hak Asasi Politik yang dimiliki oleh warga negara Indonesia yang 
tertuang dalam UUD 1945 yaitu Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan 
bahwa “ Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum 
dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu 
dengan tidak ada kecualinya” atau lebih dikenal dengan Asas Persamaan 
Kedudukan Dalam Hukum. Berkaitan dengan semangat asas persamaan 
kedudukan dalam hukum, didalam bidang hukum acara pidana, khususnya 
di dalam proses peradilan pidana yang merupakan sub sistem peradilan 
pidana asas praduga tidak bersalah menjadi asas yang sangat penting 
(Mien Rukmini, 2003:65). 
Asas Praduga tidak bersalah  (presumption of innocence) memang 
tidak secara tegas diatur di dalam UUD 1945 melainkan diatur  dalam 
beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 
48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan 
Kehakiman Pasal 8 ayat (1) yang dipertegas dalam KUHAP Penjelasan 
Umum butir 3 huruf c menyatakan “Setiap orang yang disangka, 
ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan 
wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang 
menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”. 
Demikian pula asas ini secara tersirat terlihat dalam pasal 66 KUHAP 




Asas praduga tidak bersalah ini juga terdapat dalam Undang-
Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), 
ketentuan Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa  
“Setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena 
disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak 
bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu 
sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang 
diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.” 
Dipertegas dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang 
Pengadilan Hak Asasi Manusia, tersirat dalam Pasal 10 yang menyatakan 
“Dalam hal tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini, hukum acara 
atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan 
berdasarkan ketentuan hukum acara pidana”. Sehingga asas praduga tidak 
bersalah tetap berlaku dalam hukum acara atas pelanggaran HAM berat 
sama seperti yang diatur dalam KUHAP sebagai dasar hukum acara 
pidana selama tidak ditentukan lain dalam undang-undang tersebut. 
Jika dirunut kepada asal mula lahirnya konsep praduga tidak 
bersalah, maka konsep tersebut yang menganut paradigma individualistik, 
memberikan perlindungan atas hak dan kepentingan pelaku kejahatan 
(offender-based protection), dan mengabaikan perlindungan atas hak dan 
kepentingan kolektif (masyarakat) yang menderita kerugian karena 
kejahatan yang bersangkutan (korban). Disinilah terlihat bahwa asas ini 
mengandung contradictio interminis karena disatu sisi memberikan fair 
and impartial trial bagi pihak tersangka/terdakwa tetapi di pihak lain 
mengandung unfair and partial trial bagi pihak korban. Pemahaman asas 
praduga tidak bersalah (presumption of innocence) yang mengandung 
contradictio in terminis secara implisit yang terkandung dalam UUD 
1945, yaitu mengenai pemahaman asas ini dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 
1945 dan Pasal 28 J UUD 1945. 
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Konsep praduga tidak bersalah tersebut tidak menempatkan 
kesetaraan perlindungan antara kedua subjek hukum tersebut di atas, 
sehingga memunculkan reaksi berkelanjutan mengenai pentingnya konsep 
tentang ”Hak dan Kewajiban Asasi”. Sesungguhnya, Pasal 28 J UUD 1945 
dan Perubahannya, telah menegaskan bahwa dalam pelaksanaan hak asasi 
tersebut, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain 
dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
Begitupula, di dalam Pasal yang sama, telah ditegaskan bahwa, setiap 
orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-
undang, dengan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta 
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi 
tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, 
keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis 
(http://www.legalitas.org/?q=Logika+Hukum+Asas+Praduga+Tak+Bersal
ah%3A+Reaksi+Atas+Paradigma+Individualistik>14 Januari 2010, pukul 
11.49 WIB) 
Pasal 28 J UUD 1945 tersebut menunjukkan bahwa Negara 
Indonesia bukanlah penganut paham individualistik murni, tetapi 
merupakan individualistik Pancasila atau “individualistik plus” karena 
pandangan hidup bangsa Indonesia adalah mengacu kepada Pancasila. 
Dalam arti hak dan kebebasan setiap orang dalam bingkai UUD 1945 
harus diwujudkan untuk menciptakan harmonisasi kehidupan sosial, selain 
semata-mata demi dan hanya untuk kepentingan melindungi hak-hak 
indvidu. Dalam konteks UUD 1945, di dalam kehidupan sosial masyarakat 
Indonesia, terminologi ”aku” dan ”engkau”, harus disublimasi menjadi, 
”Aku dan Kita”. Kesemua itu harus ditujukan semata-mata untuk 
menciptakan kesejahteraan sosial bersama atau kesejahteraan sosial 




ah%3A+Reaksi+Atas+Paradigma+Individualistik>14 Januari 2010, pukul 
11.49 WIB). 
Jadi dalam hal ini perlu untuk mengkonsep kembali atas tafsir asas 
parduga tidak bersalah agar dapat memberikan fair and impartial trial dan 
kedudukan yang berimbang bagi semua pihak, baik tersangka/terdakwa 
maupun korban, dan mengurangi sifat individual yang terlalu melekat 
pada asas praduga tidak bersalah yang selama ini hanya berfokus untuk 
memberikan perlindungan bagi pihak tersangka/terdakwa saja. 
 
2. Penafsiran yang terlalu berlebihan dalam penerapan asas praduga tidak 
bersalah mempersulit pengusutan terhadap kejahatan yang berdampak 
luas dan sistematik (extraordinary crime) 
Kejahatan-kejahatan yang berdampak luas dan sistematik 
(extraordinary crimes) adalah kejahatan-kejahatan yang memerlukan 
penganan extra dan memerlukan pendekatan tersendiri untuk 
menyelesaikannya. Dalam praktik seringkali mekanisme hukum pidana 
nasional yang ada disuatu negara tidak mampu memberikan penyelesaian 
yang adil terhadap perbuatan yang masuk dalam kategori extraordinary 
crimes tersebut termasuk Indonesia. Situasi seperti ini terjadi karena tidak 
tersediannya perangkat hukum yang tepat untuk mengantisipasi perbuatan 
yang masuk dalam kualifikasi extraordinary crimes didalam sistem hukum 
nasional (Sugeng Praptomo dalam Jurnal Hukum Bisnis Yustisia, 2006:40). 
Kejahatan jenis ini dikategorikan sebagai tindak pidana khusus, karena 
kejahatan-kejahatan semacam ini tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) melainkan diatur didalam Undang-Undang tersendiri 
sesuai dengan kejahatannya. Beberapa contoh Undang-undang yang mengtaur 
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mengenai kejahatan yang berdampak  luas dan sistematik (extraordinary 
crimes) ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang 
Pengesahan United Nations Convention Againstillicit Traffic in Narcotic, 
Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi PBB Tentang 
Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988); Undang-
Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
Tentang Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002  jo 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian 
Uang; Undang-Undang No. 15 tahun 2003 Tentang Terorisme; Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup, dan lain-lain. Walaupun dalam Undang-Undang tersebut 
juga diatur pelaksanaan beracaranya tetapi tetap yang menjadi dasar beracara 
pidana di Indonesia  adalah KUHAP. Namun letak penanganan extra atau 
khusus terhadap kejahatan-kejahatan tersebut diatur di dalam masing-masing 
undang-undang yang mengatur kejahatan tersebut yang juga tidak terlepas 
dari beracara yang diatur di dalam KUHAP. 
Beberapa penanganan extra atau khusus untuk kejahatan yang 
berdampak luas dan sistematik (extraordinaray crime) dapat ditemui  dalam 
tindak pidana korupsi yang diatur didalam Undang-Undang No. 31 Tahun 
1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 
2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dikenal adanya pembuktian terbalik dan 
peradilan in absentia yang juga dikenal dalam penangan extra dari beberapa 
kejahatan yang berdampak luas dan sistematik (extraordinary crime) lainya. 
Kedua penaganan extra tersebut merupakan penyimpangan bahkan 
pelanggaran dari penerapan asas praduga tidak bersalah (presumption of 




Penjelasan sekilas mengenai pembuktian terbalik dan peradilan in 
absentia yang merupakan bentuk penganan yang khusus terhadap beberapa 
kejahatan yang berdampak luas dan sistematis (extraordinary crime): 
a. Pembuktian Terbalik 
Pembuktian terbalik merupakan adopsi dari Anglo Saxon (common 
law) yaitu dikenal adanya istilah “Reversal Burden of Proof (Omkering 
van het Bewijslast)” bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti 
“Pembalikan beban pembuktian”. Menurut Prof. Indriyanto Seno Adji 
yang diterapkan dalam pembuktian terbalik hanyalah sekedar shifting of 
burden proof. Shifting of burden proof  maksudnya adalah pergeseran 
beban pembuktian, Seno Adji menerapakan ini karena menurutnya 
pembuktian terbalik tidak ada yang absolute dan total hati-hati, dimana 
akan menimbulkan pelanggaran HAM, sehingga pembuktian terbalik 
hanya sekedar pergeseran beban pembuktian, dalam hal ini pembuktian 
digeser kepada terdakwa dari Penuntut Umum, disini bukan “diganti” 
tetapi terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa ia tidak 
bersalah dan beban pembuktian tetap ada pada Penuntut Umum 
(Indriyanto Seno Aji dalam Bambang  Santoso, 2009). 
Penerapan dari pembuktian terbalik sebenarnya melanggar asas 
non self incrimination dan asas to remain silent yang merupakan implikasi 
dari asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) (Bambang 
Santoso, 2009:3). Hal ini disebabkan karena pada pembuktian terbalik, 
beban pembuktian terletak pada terdakwa itu sendiri, maka terdakwa 
berusaha untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dan untuk 
membuktikan itu terdakwa harus memberikan keterangan yang kadang 
keterangannya menjerumuskan/ merugikan dirinya sendiri dan dalam hal 
ini terdakwa harus memberikan jawaban dalam setiap proses peradilan. 
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Jadi dalam hal ini perlu peran aktif dari diri terdakwa sendiri untuk 
membuktikan dirinya tidak bersalah. 
Namun pembuktian terbalik yang diterapkan di Indonesia bersifat 
limitatif (terbatas) dan khusus, maksudnaya: 
1) Limitatif (terbatas), pembuktian terbalik hanya terbatas dilakukan 
terhadap delik gratification yang berkaitan dengan bribery. 
Pembuktian terbalik ini hanya terbatas dilakukan terhadap perampasan 
harta benda dan penerapannya terbatas pada asas lex temporis-nya 
yang tidak dapat berlaku secara retroaktif karena melanggar HAM, 
asas legalitas dan menimbulkan asas lex talionis (balas dendam). 
2) Khusus, tidak diberkenankan menyimpang dari asas daad 
daderstrafrecht yaitu tidak diperkenankan melanggar kepentingan dan 
hak-hak prinsip pembuat/pelaku. 
Pembuktian terbalik ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang 
No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam 
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dan 
Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. 
 
b. Peradilan In Absentia 
Persidangan in absentia menurut Dwiyanto Prihartono ialah 
mengadili tanpa kehadiran terdakwa dalam persidangan (Dwiyanto 
Prihartono, 2003:13). Kemudian  Istilah “peradilan in absentia” dalam 
peraturan perundang-undangan dapat ditemukan pada Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan 
Tindak Pidana Ekonomi. Kata “peradilan” pada rumusan judul peraturan 
tersebut merupakan salah satu tahap penyelesaian perkara pidana, 
disamping tahap penyidikan dan penuntutan. Peradailan disini mempunyai 
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pengertian sebagai suatu proses pemeriksaan sampai dengan putusan 
pengadilan. Istilah “tidak hadir” sebagai terjemahan in absentia, 
mempunyai kedudukan khusus yang hanya digunakan pada obyek dalam 
keadaan tertentu. Kata “tidak hadir” (in absentia) dalam hukum acara 
pidana digunakan pada pelaku tindak pidana dalam statusnya sebagai 
terdakwa selama ia dalam proses pemeriksaan sidang sampai  dengan 
putusan pengadilan (Bambang Santoso, 2009:5-6).  
Di dalam KUHAP secara umum tidak mengatur mengenai 
peradilan  in absentia kecuali perkara pelanggaran lalu lintas. Dan dari  
Pasal 154 ayat (4) yang menyatakan bahwa “Jika terdakwa ternyata sudah 
dipanggil tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan 
perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang 
memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekli lagi” dan Pasal 154 ayat (6) 
KUHAP menyatakan “Hakim Ketua Sidang memerintahakan agar 
terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara 
sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama 
berikutnya”, disimpulkan dari kedua pasal tersebut bahwa kehadiran 
terdakwa di pengadilan merupakan kewajiban bukan hak (Bambang 
Santoso, 2009:7). 
Pasal 12 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-
pokok Kekuasaan Kehakiman memuat aturan yang mengarah pada 
peradilan in absentia, dimana Pasal 12 ayat (1) menyatakan “Pengadilan 
memeriksa, mengadili,  dan memutus  perkara pidana  dengan  kehadiran  
terdakwa,  kecuali  undang-undang  menentukan lain”. Dari pasal ini 
menunjukan bahwa Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ini tidak 
mengatur mengenai peradilan in absentia, bukan berarti tidak mengakui 
peradilan in absentia karena ada kata-kata” …kecuali undang-undang 
menentukan lain”, sehingga menunjukan undang-undang kekuasaan 
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kehakiman mengakui adanya peradilan in absentia jika di dalam suatu 
undang-undang mengatur tentang itu. Dipertegas lagi dalam Pasal 12 ayat 
(2) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, “Dalam  
hal  terdakwa  tidak hadir,  sedangkan  pemeriksaan dinyatakan telah 
selesai,  putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri terdakwa”. jadi 
dimungkinkan adanya peradilan in absentia. 
Dalam hukum Indonesia peradilan in absentia dapat  diberlakukan 
pada kasus-kasus pelanggaran lalu lintas jalan, tindak pidan ekonomi, 
subversi dan tindak pidana korupsi (Dwiyanto Prihartono, 2003:18). Yang 
beberapa kasus merupakan Tipidsus seperti Undang-undang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pencucian Uang 
dan Undang-Undang Terorisme  dimana undang-undang tersebut 
mengatur mengenai kejahatan yang berdampak luas dan sistematis 
(extraordinary crime), setiap Undang-Undang memiliki perbedaan dalam 
pengaturan mengenai peradilan in absentia ini (Bambang Santoso, 
2009:14), yaitu: 
1) Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi menyatakan, “Dalam hal terdakwa sudah dipanggil secara sah 
dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka 
perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.” 
2) Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Pencucian Uang, yang menyatakan, 
“Dalam hal terdakwa telah dipanggil 3 (tiga) kali secara sah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka 
majelis hakim dengan putusan sela dapat meneruskan pemeriksaan 
dengan tanpa kehadiran terdakwa.” 
3) Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Terorisme, “ Dalam hal terdakwa 
telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir di sidang pengadilan 
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tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa 
hadirnya terdakwa. 
Kedua penangnan extra/khusus ini merupakan suatu upaya untuk 
mengurangi kendala sulitnya pengusutan dalam beberapa kejahatan yang 
berdampak luas dan sistematis (extraordinary crimes). Terelebih untuk 
kejahatan extraordinary crimes yang tergolong white collar crime 
(kejahatan kerah putih), dalam hal ini menurut E.H. Sutherland “White 
collar crime as a violation of criminal law by the person of the upper 
socio-economic class in the course of this occupational activities”, dalam 
hal ini Sutherland ingin menunjukan bahwa kejahatan merupakan 
fenomena yang dapat juga ditemukan dalam masyarakat lebih tinggi yang 
penyebabnya tidak dapat dijelaskan secara tradisioanl seperti kemiskinan 
atau faktor-faktor patologik yang bersifat individual. Dengan kata lain, 
kemajuan pembangunan ekonomi pun dapat menimbulkan meningkatnya 
kejahatan, antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana perbankkan, 
tindak pidana lingkungan, tindak pidana korporasi dan lain-lain (Mien 
Rukmini, 2003:8-9). 
Sebenarnya apabila sungguh-sungguh berlandaskan kepada asas 
praduga tidak bersalah (presumption of innocence), kendala yang 
dimaksud seharusnya tidak ada, sebab jelas bahwa setiap 
tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana, wajib mendapatkan 
hak-haknya tanpa terkecuali  dan tanpa perbedaan. Tersangka/ terdakwa 
sebagai seseorang yang belum dinyatakan bersalah, ia seharusnya 
mendapatkan hak-haknya  seperti hak untuk segera mendapatkan 
pemeriksaan dalam tahap penyidikan, hak segera mendapatkan 
pemeriksaan pengadilan dan mendapatkan putusan seadil-adilnya., hak 
untuk diberitahu tentang apa yang disangkakan/didkwakan kepadanya, 
hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapatkan bantuan 
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hukum dan hak mendapat kunjungan keluarganya serta hak-hak lainya 
sesuai dengan tujuan KUHAP, yaitu memberikan perlindungan hak-hak 
asasi kepada setiap individu, sesuai dengan persamaan kedudukan di 
dalam hukum sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 
1945 (Mien Rukmini,2003:9). 
Namun selama ini dalam penangan beberapa perkara untuk 
kejahatan yang berdampak luas dan sistematis (extraordinary crime) 
ditemukan penafsiran yang terlalu berlebihan terhadap asas praduga tidak 
bersalah (presumption of innocence), sehingga penerapan asas praduga 
tidak bersalah ini menjadi disalah artikan atau diartikan secra rancu. 
Beberapa pihak mengartikan bahwa seseorang tidak dapat dijadikan 
tersangka, tidak dapat ditangkap, ditahan dan seterusnya karena  
bertentangan dengan  asas praduga tidak bersalah yang tujuannnya hanya 
untuk melindungi seseorang dari proses pemeriksaan oleh penegak 
hukum, yaitu Kepolisian atau Kejaksaan (Mien Rukmini,2003;8). 
Penafsiran semacam inilah yang kadang mempersulit pengusutan terutama 
untuk kejahatan yang berdampak luas dan sistematik (extraordinary 
crimes), karena sering dijadikan alasan dari pihak tersangka/terdakwa dan 
pernasihat hukumnya untuk menghindari pemeriksaan. 
Padahal asas praduga tidak bersalah yang merupakan asas utama 
perlindungan hak warga negara dalam proses hukum yang adil (due 
process of law) bila ditafsirkan secara wajar paling tidak sekurang-
kurangnya mencakup (Mien Rukmini,2003:105): 
1. Perlindungan terhadap sewenang-wenang dari pejabat negara, 
termasuk di dalamnya Kepolisian, Kejaksaan, Komisi khusus yang 
diberikan wewenang untuk melakukan pengusutan terhadap kejahatan 
tertentu seperti Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) dan pihak 
pengadilan termasuk  Hakim. 
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2. Bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya 
terdakwa; 
3. Bahwa sidang pengadilan harus terbuka untuk umum (tidak boleh 
bersifat rahasia); dan 
4. Bahwa tersangka/ terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk 
dapat membela diri sepenuhnya. 
Bahkan menrut Romli Atmasasmita untuk mencegah tafsir hukum 
yang berbeda-beda yaitu dengan merinci luas lingkup atas tafsir hukum 
”hak untuk dianggap tidak bersalah”, yang meliputi 8 (delapan) hak, yaitu:  
1. hak untuk diberitahukan jenis kejahatan yang didakwakan; 
2. hak untuk disediakan waktu yang cukup dalam mempersiapkan 
pembelaannya dan berkomunikasi dengan penasehat hukum ybs; 
3. hak untuk diadili tanpa ditunda-tunda; 
4. hak untuk diadili yang dihadiri oleh yang bersangkutan; 
5. hak untuk didampingi penasehat hukum jika yang berssngkutan tidak 
mampu; 
6. hak untuk diperiksa dan memeriksa saksi-saksi yang berlawan dengan 
yang bersangkutan; 
7. hak untuk memperoleh penerjemah jika diperlukan oleh yang 
bersangkutan; 
8. hak untuk tidak memberikan keterangan yang merugikan dirinya atau 
hak untuk tidak dipaksa mengakui perbuatannya. 
Sehingga bila hak-hak untuk dianggap tidak bersalah telah 
terpenuhi maka penerapan atas asas praduga tidak bersalah juga telah 
dilaksanakan sebagaimana mestinya tanpa harus adanya penafsiran yang 
terlalu berlebihan yang dapat menghambat atau bahkan mempersulit 
pengusutan terhadap kejahatan yang berdampak luas dan sistematik 
(extraordinary crimes). Dimana diketahui penanganan untuk kejahatan-
58 
 
kejahatan semacam ini juga membutuhkan penangan yang extra yang 
bahkan melanggar asas praduga tidak bersalah itu sendiri karena sulitnya 
pengusutan. Selama penanganan atau pengusutan terhadap kejahatan-
kejahatan yang berdampak luas dan sistematik (extraordinary crimes) 
telah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku serta telah 
terpenuhi hak-hak untuk dianggap tidak bersalah bagi tersangka/terdakwa 
maka penerapan atas asas praduga tidak bersalah (presumption of 
innocence) tidak akan menjadi masalah. 
Hal ini sesuai dengan penerapan atas asas praduga tidak bersalah 
(presumption of innocence) yang berlaku di Amerika Serikat, yang mana 
pengertian presumption of innocence atau “paduga tidak bersalah”  adalah 
bahwa  setiap orang yang menjadi tersangka atau terdakwa, apabila ia 
ditangkap, ditahan, dan dilakukan penyidikan, kemudian dituntut di depan 
sidang, proses pemeriksaannya harus sesuai dengan prosedur dan undang-
undang yang mengaturnya, sehingga hak asasinya selalu terjamin dan 
terlindungi. Setiap orang yang yang ditangkap apabila telah ditemukan 
dasar yang sangat kuat (probable cause), atau tertangkap tangan 
melakukan kejahatan sehingga orang tersebut diduga bersalah dan harus 
dibuktikan kesalahannya. Agar dapat lebih menjamin dan melindungi 
HAM, tersangka/terdakwa diwajibkan untuk didampingi penasihat hukum 
sebelum dilakukan interogasi dan apabila tidak dilakukan, tidak dapat 
diterima sebagai pembuktian yang sah. Polisi dan instansi pemerintah 
tidak boleh memaksakan atau mengharuskan seseorang untuk menjawab 
pertanyaan mereka. Polisi bebas menginterogasi seorang tersangka, tetapi 
tidak boleh menggunakan kekerasan fisik atau psikologis untuk 
memaksanya menjawab dan memberikan pengakuan. Bila pengakuan dan 
kesaksian diperoleh dengan kekerasan maka tidak dapat diterima sebagai 
bukti yang sah (Mien Rukmini,2003:258-260). 
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3. Ada penerapan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence)  
menimbulkan kerugian bagi korban terutama dari kejahatan yang 
berdampak luas dan sistematik (extraordinary crime) 
Di dalam bukunya Rena yulia, dapat ditemukan beberapa pengertian 
mengenai korban (Rena Yulia, 2010:49-51) yaitu: 
1) Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa korban adalah 
seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian 
ekonomi yang diakibatkan oleh suatu  tindak pidana. 
2) Menurut Arif Gosita yang dimaksud korban adalah “Mereka yang 
menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang 
bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari 
pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan 
dengan kepentingan hak asasi yang menderita”. 
3) Menurut van Boven yang merujuk kepada Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar 
Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan sebagai 
berikut “Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita 
kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, 
kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak 
dasarnya, baik karena tindakan (by act) maupun karena kelalaian (by 
omission)….” 
Dari pengertian diatas jelas bahwa istilah korban tidak hanya mengacu 
kepada perseorangan saja melainkan mencakup juga kelompok dan 
masyarakat. Selain itu juga pengertian diatas ditujukan kepada hampir semua 
jenis penderitaan yang diderita oleh korban, penderitaan disini tidak hanya 
sebatas penderitaan ekonomi, cedera fisik maupun mental tetapi juga 
mencakup derita-derita tyang dialami secara emosional oleh para korban, 
seperti mengalami trauma dan mangenai penyebab tidak hanya sebatas 
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perbutan sengaja tetapi juga meliputi kelalaian. Secara luas pengertian korban 
bukan hanya sekedar korban yang menderita secara langsung, akan tetapi 
korban tidak langsung yang juga mengalami penderitaan dapat 
diklarifikasikan juga sebagai korban seperti istri yang kehilangan suami, anak 
yang kehilangan bapak, orangtua kehilangan anaknya dan lain-lain (Rena 
Yulia, 2010:50-51) 
Ketika asas praduga tidak bersalah yang merupakan hak terdakwa 
dikaitkan dengan korban perorangan maka akan menjadi hal yang wajar bila 
sistem peradilan pidana lebih mengutamakan hak terdakwa walupun 
diharapakan adanya keseimbangan antara keduanya. Namun bila korban 
meliputi sekelompok orang (masyarakat) seperti korban extraordinary crimes 
dengan korban fisik dan immateril yang luar biasa secara kuantitatif, sudah 
seharusnya yang lebih diutamakan adalah kepentingan masyarakat dengan 
tetap memperhatikan hak-hak terdakwa secara wajar. 
Arti dari asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) yang 
terdapat di dalam KUHAP tepatnya pada Penjelasan Umum butir 3 huruf c 
KUHAP adalah bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, 
dituntut, dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan wajib dianggap tidak 
bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya 
dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Ini menunjukkan bahwa harus 
dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan yang memperoleh kekuatan 
hukum yang tetap, sebagai batas toleransi seseorang dapat dinyatakan 
bersalah. Penerapan inilah yang memberikan ketidakadilan terutama bagi 




Adapun maksud dari kata-kata “Putusan yang mempunyai kekuatan 
hukum tetap” (http://etd.eprints.ums.ac.id/5095/1/C100040210.pdf>17 Mei 
2010, pukul 08.45 WIB) adalah sebagai berikut: 
1) Apabila terhadap putusan hakim di tingkat pertama Pengadilan Negeri 
tidak diajukan pernyataan banding/permohonan banding oleh salah satu 
pihak yang berperkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam 
peraturan perundangan; atau 
2) Apabila putusan hakim di tingkat banding Pengadilan Tinggi oleh salah 
satu pihak yang kalah tidak diajukan pernyataan kasasi/permohonan kasasi 
ke Mahkamah Agung Republik Indoensia dalam tenggang waktu yang 
telah ditentukan dalam peraturan perundangan; atau   
3) Apabila telah ada putusan Mahkamah Agung sebagai Badan Peradilan 
Tertinggi di Indonesia, dalam mengadili perkara yang telah diputus di 
tingkat banding Pengadilan Tinggi. 
 Hal semacam ini menunjukkan ketidakpastian terhadap nasib para 
korban akan pertanggungjawaban pelaku atas kejahatan yang dia lakukan. 
Dimana bila suatu putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, berarti 
terdakwa masih dalam keadaan bebas dan tidak dapat dimintai 
pertanggungjawaban atas perbutan yang belum diputus sacara in kracht. 
Padahal kadang diperolehnya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap 
itu membutuhkan waktu yang relatif lama apalagi bila ada upaya hukum baik 
banding maupun kasasi.  
Bahkan adakalanya setiap putusan dari tingkat pertama sampai tingkat 
terakhir, putusannya berbeda-beda sehingga menunjukkan tidak adanya 
kepastian hukum.  Terdakwa sebagai orang yang dituduh sebagai pelaku 
kejahatan diberikan jaminan untuk membela diri sepenuh-penuhnya termasuk 
untuk menolak terhadap putusan hakim dan diberikan hak pula untuk 
menempuh upaya hukum, namun hal demikian tidak berlaku bagi korban. 
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Sebagai pihak yang menjadi korban hanya dapat menerima pasrah putusan 
yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim tanpa diberikan hak untuk menolak/ 
menerima putusan apalagi mengajukan upaya hukum atas putusan yang telah 
dijatuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa korban masih dipandang sebagai 
objek bukan subjek, sehingga terlihat ketimpangan kedudukan antara 
terdakwa dan korban, padahal bila di logika pihak yang paling menderita 
kerugian dari suatu perbuatan pidana adalah korban, apalagi bila korban yang 
terkena dampak secara kualitatif dan imateril berjumlah besar seperti korban 
dari dampak kejahatan yang berdampak luas dan sistematis.  
Seperti diketahui bahwa asas praduga tidak bersalah (presumption of 
innocence) berasal dari pemahaman induvidualistik yang lebih mengutamakan 
kepentingan terdakwa untuk menjamin hak-hak asasi pada terdakwa, sehingga 
selama ini tidak ada fokus terhadap kepentingan korban dalam penerapan asas 
ini. Namun ketika korban berjumlah besar dan telah menyangkut golongan 
masyarakat maka sudah seharusnya fokus lebih ditujukan kepada kepentingan 
masyarakat banyak bukan orang perorang/individu yang diduga melakukan 
kejahatan (tersangka/terdakwa). Hal ini sesuai dengan UUD 1945 yang 
menjadi konstitusi negara Repulik Indonesia yaitu tepatnya Pasal 28 J UUD 
1945 dan Perubahannya, telah menegaskan bahwa dalam pelaksanaan hak 
asasi tersebut, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain 
dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dari pasal 
ini menunjukkan bahwa kepentingan masyarakat, berbangsa dan bernegara  
lebih diutamakan dari kepentingan individu atau golongan. Selain itu bila 
melihat Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “ Setiap warga 
negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan 
wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” 
atau lebih dikenal dengan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum, 
sehingga seharusnya terdapat kedudukan yang sama pula antara terdakwa dan 
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korban, karena dalam hal ini korban juga merupakan pihak yang terlibat 
lansung atau tidak lansung atau mengalami kerugian atas perbuatan pidana 
tersebut. 
Hak seseorang tersangka/terdakwa untuk tidak dianggap bersalah 
sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya (praduga tidak 
bersalah) sesungguhnya juga bukan hak yang bersifat absolut, baik dari sisi 
formil maupun sisi materiel, karena hak ini tidak termasuk ”non-derogable 
rights” seperti halnya hak untuk hidup atau hak untuk tidak dituntut dengan 
hukum yang berlaku surut (non-retroaktif) 
(http://www.legalitas.org/?q=Logika+Hukum+Asas+Praduga+Tak+Bersalah
%3A+Reaksi+Atas+Paradigma+Individualistik>14 Januari 2010, pukul 
11.49 WIB). Sehingga hak yang tertuang dalam asas praduga tidak bersalah 
(presumption of innocence) tersebut dapat dikesampingkan untuk beberapa 
alasan tertentu dan salah satunya demi kepentingan umum. Namun selama ini 
asas praduga tidak bersalah menjadi senjata utama untuk pembelaan bagi 
tersangka/terdakwa untuk dapat bebas lebih lama atau mengulur waktu untuk 
mempertanggungjawabkan kesalahannya melalui penerapan asas ini sampai 
adanya putusan yang in kracht (mempunyai kekuatan hukum tetap) melalui 
upaya hukum.  
Penggalan rumusan asas praduga tidak bersalah (presumption of 
innocence) yang terdapat dalam Pasal 8 Undang-undang Kekuasaan 
Kehakiman , dan Penjelasan Umum KUHAP yang menyatakan”…… sebelum 
ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya, dan telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap”, berbeda maknanya secara signifikan 
dengan rumusan asas praduga tak bersalah di dalam Pasal 14 paragraf 2, 
Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik (1966), yang 
dirumuskan dengan kalimat singkat: ”Everyone charged with criminal offence 
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shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to 
law”. Konvenan tersebut menegaskan, harus dianggap tidak bersalah sampai 
dibuktikan berdasarkan undang-undang, dan tidak menegaskan juga masalah 
putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap, sebagai batas toleransi 
seseorang dapat dinyatakan bersalah. Kemudian pembuktian kesalahan 
seseorang berdasarkan sistem hukum Common Law sering ditegaskan dengan 
bunyi kalimat, ”proven guilty beyond reasonable doubt”, yang berarti, 
”(Dinyatakan) Bersalah berdasarkan bukti-bukti yang sangat kuat atau tidak 
dapat diragukan sama sekali”, bukan “(dinyatakan) bersalah sampai adanya 
putusan yang menyatakan kesalahannya dan mempunyai kekuatan hukum 
tetap” seperti rumusan asas praduga tidak bersalah dalam sistem peradilan 
pidana di Indonesia 
(http://www.legalitas.org/?q=Logika+Hukum+Asas+Praduga+Tak+Bersalah
%3A+Reaksi+Atas+Paradigma+Individualistik>14 Januari 2010, pukul 
11.49 WIB) . 
Seharusnya asas paraduga tidak bersalah dalam konteks kehidupan 
hukum masyarakat Indonesia, ditafsirkan secara proporsional dan selaras 
dengan perubahan paradigma mengenai karakter sistem hukum pidana 
modern, yang telah bergeser dari paradigma lama, ”Daad-Dader Strafrecht” 
(berpusat pada perbutan pidana) kepada paradigma baru, ”Daad-Dader-Victim 
Strafrecht”(berpusat pada korban yang timbul akibat adanya perbuatan 
pidana). Tafsir terhadap prinsip asas praduga tidak bersalah, yang sejalan 
dengan perubahan paradigma di atas, adalah bahwa negara wajib memberikan 
dan memfasilitasi hak-hak seseorang yang di duga telah melakukan suatu 
tindak pidana sejak ditangkap, ditahan dan selama menjalani proses 
penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan baik pada tingkat 
pertama dan pada tingkat banding. Praduga tersebut selanjutnya berhenti 
seketika pengadilan memutuskan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana 
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yang didakwakan dan dihukum pidana sementara waktu dan atau pidana 
denda. Hal ini disebabkan karena proses pemeriksaan pengadilan yang ”fair 
and impartial” telah dilalui terdakwa dan dibuka seluas-luasnya terhadap 
terdakwa oleh pengadilan sehingga kemudian majelis hakim atas dasar alat-
alat bukti yang disampaikan di persidangan, dan keterangan saksi-saksi (a 
charge dan a de-charge) telah memunculkan keyakinan mereka untuk 
menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang telah 
mengakibatkan timbulnya korban baik kerugian materiel maupun imateriel. 
Status terdakwa yang dilindungi oleh asas praduga tidak bersalah selesai 
setelah putusan pengadilan telah menyatakan terdakwa bersalah, sekalipun 
terdakwa mengajukan upaya hukum banding atau kasasi. Rekonseptualisasi 
atas prinsip praduga tidak bersalah tersebut masuk akal, proporsional, dan 
sesuai dengan prinsip keadilan yang bersifat distributif dan komutatif 
(Aristoteles) serta sejalan dengan perkembangan sistem hukum pidana 
modern saat ini 
(http://www.legalitas.org/?q=Logika+Hukum+Asas+Praduga+Tak+Bersalah
%3A+Reaksi+Atas+Paradigma+Individualistik>14 Januari 2010, pukul 
11.49 WIB) . 
Jika praduga tidak bersalah tetap dipertahankan hingga ada putusan 
yang in kracht , perhatian terhadap korbanpun yang berkaitan dengan “ganti 
rugi” sebagai pertanggungjawaban dari perbuatan yang mengakibatkan 
kerugian atau penderitaan pada korban akan menimbulkan ketidakpastian, 
padahal untuk mencapai putusan in kracht sampai upaya hukum terakhir 
membutuhkan waktu yang relatif lama, dan belum lagi bila putusan yang 
terakhir yang telah in kracht berbeda dengan putusan-putusan sebelumnnya 
yang telah dijatuhkan dan lebih merugikan korban maka dalam hal ini korban 
tidak dapat berbuat apa-apa karena tidak ada  jaminan dan aturan yang 
mengaturnya. Hal semacam inilah dari penerapan asas praduga tidak bersalah 
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di Indonesia terdapat kekurangan yang menimbulkan kerugaian bagi korban, 
sehingga perlu adanya rekonseptualisasi seperti yang telah diuraikan 
sebelumnya. 
 
B. Relevansi Rekonseptualisasi atas Tafsir Asas Praduga Tidak Bersalah 
(Presumption of  Innocence) dalam Kerangka Prinsip Peradilan yang Jujur 
dan Adil  (Fair and Impartial Trial) dalam Memberikan Keadilan Restoratif 
bagi Korban Kejahatan dalam Perspektif  KUHAP 
1. Rekonseptualisasi atas tafsir asas praduga tidak bersalah (presumption of 
innocence) 
Pada pembahasan sebelumnya dapat dilihat adanya tiga penyebab 
pentingnya rekonseptialisasi terhadap asas praduga tidak bersalah 
(presumption of innocence) yaitu: 
a. Asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) pada dasarnya 
berkembang dari pemikiran individulistik yang kurang sesuai dengan 
falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia. 
b. Penafsiran yang terlalu berlebihan dalam penerapan asas praduga tidak 
bersalah mempersulit pengusutan terhadap kejahatan yang berdampak luas 
dan sistematik (extraordinary crime). 
c. Ada penerapan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence)  
menimbulkan kerugian bagi korban terutama dari kejahatan yang 
berdampak luas dan sistematik (extraordinary crime). 
Dari ketiga penyebab tersebut ditarik kesimpulan bahwa penting untuk 
mengkonsep kembali asas praduga tidak bersalah yang dianut dalam sistem 
beracara pidana Indonesia yang  secara umum tertuang dalam KUHAP. 
Rekonseptualisasi tersebut lebih mengarah kepada penyempitan/pembatasan 
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dari pemahaman atas asas praduga tidak bersalah dan bukan pada perubahan 
dari asas praduga tidak bersalah menjadi asas praduga bersalah. Ada 2 hal 
yang menjadi perhatian terhadap perubahan konsep dari asas praduga tidak 
bersalah (presumption of innocence) yang ditarik kesimpulan dari 3 penyebab 
yang menjadi urgensi terhadap rekonseptualisasi asas praduga tidak bersalah 
(presumption of innocence) yaitu: 
a. Setiap orang yang menjadi tersangka atau terdakwa, apabila ia ditangkap, 
ditahan, dan dilakukan penyidikan, kemudian dituntut di depan sidang, 
proses pemeriksaannya harus sesuai dengan prosedur dan undang-undang 
yang mengaturnya, sehingga hak asasinya selalu terjamin dan terlindungi. 
b. Dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan berdasarkan undang-undang, 
tanpa harus menunggu sampai putusan in kracht (mempunyai kekuatan 
hukum tetap). 
Konsep yang pertama yaitu “setiap orang yang menjadi tersangka atau 
terdakwa, apabila ia ditangkap, ditahan, dan dilakukan penyidikan, kemudian 
dituntut di depan sidang, proses pemeriksaannya  harus sesuai dengan 
prosedur dan undang-undang yang mengaturnya, sehingga hak asasinya selalu 
terjamin dan terlindungi” , konsep ini ditujukan untuk lebih melindungi 
tersangka atau terdakwa dari penyimpangan Hak asasi tersangka/terdakwa 
sebagai manusia disetiap tingkat pemeriksaan. Walaupun setiap pemeriksaan 
merupakan bentuk pelanggaran terhadapa HAM seperti penangkapan, 
penahanan, penggeledahan atau penyitaan, tetapi selama sesuai dengan  
prosedur yang telah diatur dan tidak melakukan pelanggaran atas prosedur  
tersebut, maka telah merupakan upaya untuk menjamin hak tersangka atau 
terdakwa. Sama seperti diberlakukannya peradilan in absentia dan 
pembuktian yang terbalik, walaupun hal tersebut merupakan penyimpangan 
atas asas praduga tidak bersalah yang juga merupakan hak terdakwa tetapi 
selama telah memenuhi prosedur yang telah ditentukan dalam undang-undang  
68 
 
maka pelanggaran tersebut tetap dapat dilakukan dengan jaminan dari 
undang-undang, karena adanya penyimpangan semacam itu diberlakukan 
dalam keadaan yang mendesak dengan alasan yang dapat  diterima secara 
yuridis atau hukum. Sehingga dalam hal ini diperlukan pengaturan dan 
prosedur yang jelas dalam penerapan asas praduga tidak bersalah yang 
tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan agar tidak 
terjadi penyimpangan dan penafsiran yang terlalu berlebihan terhadap asas 
praduga yang tidak bersalah yang dapat mempersulit pengusutan kejahatan 
dan juga dapat merugikan berbagai pihak, terutama dalam hal ini adalah 
korban kejahatan. 
Untuk konsep yang kedua yaitu ”dianggap tidak bersalah sampai 
dibuktikan berdasarkan undang-undang, tanpa harus menunggu sampai 
putusan in kracht (mempunyai kekuatan hukum tetap)”, konsep semacam ini 
diharapkan dapat memberikan keadilan dan kedudukan yang seimbang antara 
tersangka/terdakwa dan korban di dalam proses hukum, terutama dalam 
memberikan keadilan restoratif bagi korban kejahatan 
 
2. Perwujudan keadilan restoratif dengan pemenuhan hak dan kedudukan 
yang seimbang antara tersangka/terdakwa dengan korban kejahatan 
sistem peradilan pidana 
Masalah korban (victim oriented) adalah masalah yang  akrab dengan 
persolan kehidupan kita sehari-hari, dimana perhatian sebagian besar tertuju 
pada pelaku tindak pidana, terhadap korban masih sangat kurang mendapat 
perhatian atau perlindungan (Mohammad Adnan dalam Jurnal Hukum 
Yustisia, 2004:749). Sebagaimana diketahui bahwa KUHAP yang menjadi 
dasar beracara pidana di Indonesia pun, terlihat dalam pasal-pasal yang 
termuat didalamya lebih menjamin hak-hak tersangka/terdakwa dan hanya 
beberapa pasal yang memberikan jaminan peerlindungan hak bagi korban 
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kejahatan, dengan kata lain KUHAP Indonesia lebih berorientasi kepada 
tersangka/terdakwa dan bukan pada korban. Paling tidak terdapat sepuluh asas 
yang dianut oleh KUHAP  dengan maksud  untuk melindungi hak warga 
negara dalam proses hukum yang adil, dan asas-asas hukum acara pidana 
tersebut hampir semua mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa yaitu: 
a. Perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apapun; 
b. Praduga tidak bersalah; 
c. Pelanggaran atas hak-hak individu warganegara (yaitu dalam hal 
penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan 
pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah; 
d. Seorang tersangka hendak diberitahu tentang persangkaan dan 
pendakwaan terhadapnya; 
e. Seorang tersangka dan terdakwa berhak memdapat bantuan penasihat 
hukum; 
f. Seorang terdakwa berhak hadir di muka pengadilan; 
g. Adanya peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat serta sederhana; 
h. Peradilan harus terbuka untuk umum; 
i. Tersangka maupun terdakwa berhak memperoleh kompensasi (ganti rugi) 
dan rehabilitasi; serta 
j. Adalah kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-
putusannya. 
Mencermati sepuluh asas tersebut, KUHAP lebih memperhatikan hak-
hak pelaku kejahatan, tanpa memberi ruang pada para korban untuk 
memperjuangkan hak-haknya. Pengaturan mengenai korban dalam KUHAP 
hanya diatur dalam beberapa pasal (Dikdik M. Arief Mansur dan Elisataris 
Gultom, 2007:95-96) yaitu:  
a. Hak untuk melakukan kontrol terhadap penyidik dan penuntut umum 
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Hak ini adalah hak untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan 
penghentian penyidikan dan/atau penuntutan dalam kepastiannya sebagai 
pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 77 jo 80 KUHAP). Hal ini 
penting untuk diberikan guna menghindarkan adanya upaya dari pihak-
pihak tertentu dengan berbagai motif, yang bermaksud menghentikan 
proses pemeriksaan. 
b. Hak korban berkaitan dengan kedudukan sebagai saksi 
Hak ini adalah hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi (Pasal 168 
KUHAP). Kesaksian (saksi) korban sangat penting untuk diperoleh dalam 
rangka mencapai suatu kebenaran materiil. Oleh karena itu, untuk 
mencegah korban mengundurkan diri sebagai saksi, diperlukan sikap 
proaktif dari aparat penegak hukum untuk memberika jaminan keamanan 
dan keluarganya pada saat mengajukan diri sebagai saksi. 
c. Hak untuk menuntut ganti rugi akibat suatu tindak pidana/kejahatan yang 
menimpa diri korban melalui cara penggabungan perkara perdata dengan 
perkara pidana (Pasal 98 samapi dalam Pasal 101) 
Hak yang diberikan guna memudahkan korban untuk menuntut ganti rugi 
pada tersangka/terdakwa.  
d. Hak bagi keluarga korban untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan 
polisi melakukan otopsi (Pasal 134-136 KUHAP) 
Mengizinkan atau tidak mengizinkan polisi untuk melakukan  otopsi juga 
merupakan suatu bentuk perlindungan korban kejahatan, mengingat 
masalah otopsi ini bagi beberapa kalangan sngat erat kaitannya dengan 
masalah agama, adat istiadat, serta aspek kesusilaan dan kesopanan 
lainnya. 
Walaupun telah ada Undang-undang yang bersifat khusus yaitu 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan 
Korban, yang memberikan jaminan terhadap perlindungan korban yang lebih 
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besar terhadap KUHAP, tetap saja dalam hal ini korban tetap dipandang 
sebagai objek dan bukan sebagai subjek. Hal ini dapat diperhatikan dalam 
hak-hak yang melekat pada saksi dan korban yang termuat dalam Pasal 5 
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 
Korban, yang menyebutkan bahwa saksi dan korban berhak untuk: 
a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta 
bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian 
yang akan, sedang, atau telah diberikannya; 
b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan 
dukungan keamanan; 
c. Memberikan keterangan tanpa tekanan; 
d. Mendapat penerjemah; 
e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat; 
f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; 
g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; 
h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; 
i. Mendapat identitas baru; 
j. Mendapat tempat kediaman baru; 
k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; 
l. Mendapat nasihat; dan/atau 
m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara samapai batas waktu 
perlindungan berakhir. 
Secara umum hak-hak di atas cenderung memberikan porsi lebih besar 
terhadap kedudukan saksi daripada korban dalam sistem peradilan pidana. 
Korban tidak mendapat porsi jaminan yang sama dengan saksi. Dalam 
Undang-undang ini lebih menekankan bahwa yang dimaksud korban adalah 
korban yang menjadi saksi di pengadilan melainkan bukan korban secara 
keseluruhan yang menderita kerugian akibat terjadinya tindak pidana, semata-
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mata guna memperlancar proses peradilan pidana. Hal itu berarti undang-
undang ini belum dapat mengakomodasi kepentingan korban tindak pidana 
secara utuh. Undang-undang ini belum memberi keleluasaan bagi korban 
untuk menjadi bagian dari sistem peradilan pidana, hak-hak yang diatur di 
dalamnya masih menisyaratkan bahwa korban adalah obyek belum menjadi 
subyek dalam sistem peradilan pidana. (Rena Yulia dalam Jurnal Yustisia, 
2009:83-84).  
Menurut Muladi pentingnya korban memperoleh pemulihan atau 
mendapat perlindungan sebagai upaya menyeimbangkan  kondisi korban yang 
mengalami gangguandari suatu perbuatan pidana (Dikdik M. Arief Mansur 
dan Elisataris Gultom, 2007:161-162) adalah: 
a. Masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang 
melembaga. Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang 
diekspresikan di dalam struktur kelembagaan, seperti kepolisian, 
kejaksaan, pengadilan dan sebagainya. Terjadinya kejahatan atas diri 
korban akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut 
sehingga pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut 
korban akan berfungsi sebagai sarana pengembalian sistem kepercayaan 
tersebut. 
b. Adanya argumen kontrak sosial dan solidaritas sosial karena negara boleh 
dikatakan monopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang 
tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, jika terdapat 
korban kejahatan, maka negara harus memperhatikan kebutuhan korban 
dengan cara peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak. 
c. Perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan 
pemidanaan yaitu penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik 
yang ditimbulkan oleh adanya tibdak pidana akan memulihkan 
keseimbangan dan mendatangkan  rasa damai dalam masyarakat. 
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Dalam deklarasi PBB menyangkut korban kejahatan, menganjurkan 
agar paling sedikit diperhatikan 4 (empat) hal (Rena Yulia, 2010:177-178) 
sebagai berikut: 
a. Jalan masuk untuk memperoleh keadilan dan diperlakukan secara adil 
(access to justice and fair treatment); 
b. Pembayaran ganti rugi (restitution) oleh pelaku tindak pidana kepada 
korban, keluarganya atau orang lain yang kehidupannya dirumusakan 
dalam bentuk sanksi pidana dalam perundang-undangan yang berlaku; 
c. Apabila terpidana tidak mampu, negara diharapkan membayar santunan 
(compensation) financial kepada korban, keluarganya atau mereka yang 
menjadi tanggungan korban; 
d. Bantuan materiil, medis, psikologis dan sosial kepada korban, baik 
melalui negara, sukarelawan, masyarakat (assistance). 
Kemudian Menurut Arif Gosita hak-hak korban itu paling tidak 
mencakup beberapa hal (Rena Yulia, 2010:55-56), yaitu: 
a. Mendapatkan ganti kerugian atau penderitaannya. Pemberian ganti 
kerugian tersebut harus sesuai dengan kemampuan memberi ganti 
kerugian pihak pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban dalam 
terjadinya kejahatan dan delikuensi tersebut. 
b. Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi 
karena tidak memerlukannya). 
c. Mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban 
meninggal dunia karena tindakan tersebut. 
d. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi. 
e. Mendapatkan hak miliknya kembali. 
f. Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan 
menjadi saksi. 
g. Mendapat bantuan penasihat hukum. 
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h. Mempergunakan upaya hukum (rechtmidden). 
Sehingga dapat dilihat ada beberapa bentuk perlindungan terhadap 
korban (Rena Yulia, 2010:178-180), yaitu:  
a. Ganti rugi 
Istilah ganti kerugian digunakan oleh KUHAP dalam Pasal 99 ayat 
(1) dan (2) dengan penekanan pada penggantian biaya yang telah 
dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban. Hal ini mengandung 
pengertian bahwa kerugian yang dimaksud adalah kerugian materiil. 
Sedangkan kerugian immaterial tidak termasuk dalam pembicaraan 
hukum pidana. 
Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian 
tergantung dua manfaat yaitu: 
1) Untuk memenuhi kerugian materiil dan segala biaya yang  telah 
dikeluarkan, dan 
2) Merupakan pemuasan emosional korban. 
Dilihat dari kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang 
sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai 
sesuatu yang konkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang 
diperbuat pelaku. 
Gellaway merumuskan lima tujuan dari kewajiban mengganti 
kerugian yaitu: 
1) Meringankan penderitaan korban. 
2) Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan. 
3) Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana. 
4) Mempermudah proses peradilan. 
5) Dapat mengurangi anacaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk 
tindakan balas dendam. 
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Tujuan inti dari pemberian ganti kerugian adalah untuk 
mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota 
masyarakat, dan tolak ukur pelaksanaannya adalah dengan diberikannnya 
kesempatan kepada korban untuk mengembangkan hak dan kewajibannya 
sebagai manusia. Atas dasar itu ganti kerugian kepada korban seharusnya 
merupakan perpaduan usaha dari berbagai pendekatan , baik pendekatan 
dalam bidang kesejahteraan sosial, pendekatan kemanusiaan, dan 
pendekatan sistem peradilan pidana. 
b. Restitusi (restitution) 
Restitusi lebih diarahkan pada tanggungjawab pelaku terhadap 
akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah 
menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolak ukur yang 
digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah 
dalam merumuskannya, tergantung pada status sosial pelaku dan korban. 
Korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan 
ganti kerugian dalam bentuk materi dan sebaliknya jika status korban 
lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih 
diutamakan. 
c. Kompensasi 
Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari 
aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Adanya gagasan mewujudkan 
kesejahteraan sosial masyarakat dengan berlandaskan pada komitmen 
kontrak sosial dan solidaritas sosial menjadikan masyarakat dan negara 
bertanggungjawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi 
warganya, khususnya mereka yang mengalami musibah sebagai korban 
kejahatan. Kompensasi sebagai bentuk santunan yang sama sekali tidak 
tergantung bagaimana berjalannya proses peradilan dan putusan yang 
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dijatuhkan, bahkan sumber dana untuk itu diperoleh dari pemerintah atau 
dana umum. 
Kemudian selain bentuk perlindungan korban diatas dikenal juga 
bentuk perlindungan lain yang lazim digunakan (Dikdik M. Arief Mansur dan 
Elisataris Gultom, 2007:169-172) seperti: 
a. Konseling, yang pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban 
sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu 
tindak pidana. 
b. Pelayanan/bantuan medis 
c. Bantuan hukum yang merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap 
korban kejahatan dan lebih banyak diberikan Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM). 
d. Pemberian informasi yaitu pemberian informasi kepada korban atau 
keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan 
tindak pidana yang dialami oleh korban. 
Bentuk-bentuk perlindungan terhadap korban diatas merupakan 
perwujudan dari keadilan restoratif. Dalam rangka pengaturan hukum pidana 
terhadap korban kejahatan, secara mendasar dikenal dua model yang sejalan 
dengan keadilan restoratif (Dikdik M. Arief Mansur dan Elisataris Gultom, 
2007:85-88), yaitu sebagai berikut: 
a. Model Hak-hak Prosedural (The Procedural Rights Model) 
Pada model ini, penekanan diberikan pada dimungkinkannya si 
korban untuk memainkan peranan aktif di dalam proses criminal atau di 
dalam jalannya proses peradilan. Dalam hal ini korban kejahatan diberi 
hak untuk mengadakan tuntutan pidana, atau untuk membantu jaksa, atau 
hak untuk dihadirkan dan didengar di setiap tingkatan sidang pengadilan 
yang kepentinggannya terkait di dalamnya, termasuk hak untuk diminta 
konsultasi oleh lembaga pemasyarakatan sebelum diberikan lepas 
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bersyarat dan pada akhirnya hak untuk mengadakan perdamaian atau 
peradilan perdata. Pendekatan semacam ini melihat korban sebagai subjek 
yang harus diberikan hak-hak yuridis yang luas untuk menuntut dan 
mengejar kepentingan-kepentingannya. 
Keuntungan model semacam ini  adalah bahwa model ini dianggap 
dapat memenuhi perasaan untuk membalas si korban maupun masyarakat. 
Keterlibatan korban akan memungkinkan korban untuk memperoleh 
kembali rasa percaya diri dan harga diri. Hak-hak diberikan kepada 
korban kejahatan untuk mencampuri proses peradilan secara aktif tersebut 
dapat merupakan imbangan terhadap tindakan-tindakan yang 
dimungkinkan terjadi dalam tugas-tugas kejaksaan. Selain itu model ini 
juga dapat meningkatkan arus informasi kepada hakim dimana biasanya 
arus informasi didominasi terdakwa melalui kuasa hukumnya yang justru 
dapat menekan korban dalam persidangan. 
Dalam model ini juga terdapat kelemahan dan kerugian yaitu 
dimana model ini dapat menciptakan konflikantara kepentingan umum 
dan kepentingan pribadi, partisipasi korban dalam administrasi peradilan 
pidana dapat menempatkan kepentingan umum dibawah kepentingan 
pribadi, padahal sistem peradilan pidana harus berlandaskan pada 
kepentingan umum. Hal ini juga dapat menimbulkan beban berlebihan 
bagi administrasi peradilan pidana yang bertentangan dengan usaha untuk 
lebih menyederhanakannya. Kerugian lainnya adalah kemungkinan hak-
hak yang diberikan pada korban dapat menimbulkan beban mental bagi 
yang bersangkutan dan membuka peluang untuk menjadikannya sebagai 
sasaran tindakan-tindakan yang bersifat menekan dari sisi pelaku tindak 
pidana, dan bahkan pada gilirannya dapat menjadikan korban yang kedua 
kalinya. Selain itu bahwa suasana peradilan yang bebas yang dilandasi 
asas praduga tidak bersalah dapat terganggu oleh pendapat korban tentang 
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pemidanaan yang akan dijatuhkan dan hal ini pasti didasarkan atas 
pemikiran yang emosional dalam rangka pembalasan. 
 
b. Model Pelayanan (The Services Model) 
Penekanannya diletakkan pada perlu diciptakan standar-standar 
baku bagi pembinaan korban kejahatan, yang dapat digunakan oleh polisi. 
Misalnya dalam bentuk pedoman dalam rangka notifikasi kepada korban 
atau kejaksaan dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian 
kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutif dan dampak 
pernyataan-pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan. Pendekatan ini 
melihatkorban kejahatan sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam 
kerangka kegiatan polisi dan para penegak hukum yang lain. 
Keuntungan model ini adalah bahwa model ini dapat digunakan 
sebagai sarana pengembalian apa yang dinamakan Integrity of the system 
of institutionalized trust, dalam kerangka prespektif komunal. Korban 
akan merasa dijamin kembali kepentingannya dalam suasana tertib sosial 
yang adil. Suasana tertib, terkendali, dan saling mempercayai dapat 
diciptakan kembali. Model ini dianggap dapat menghemat biaya sebab 
dengan bantuan pedoman yang baku, peradilan pidana dapat 
mempertimbangkan kerugian-kerugian yang diderita oleh sikorban dalam 
rangka menentukan kompensasi bagi korban. 
Kelemahannya adalah kewajiban-kewajiban yang dibebankan 
kepada polisi, jaksa dan pengadilan untuk selalu melakukan tindakan-
tindakan tertentu kepada korban, dianggap akan membebani aparat 
penegak hukum karena semuanya didasarkan atas sarana dan prasarana 
yang sama. Efisiensi dianggap juga akan terganggu, sebab pekerjaan yang 
bersifat profesioanal tidak mungkin digabungkan dengan urusan-urusan 
yang dianggap dapat mengganggu efisiensi. 
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Kedua model diatas yaitu Model hak-hak Prosedural dan model 
Pelayanan bisa dijalankan dalam restorative justice, mengingat dalam 
restorative justice ada 3 isu utama (Rena Yulia, 2010:161), yaitu: 
a. Memperbaiki dan memuaskan korban dalam pelaksanaan sistem peradilan 
pidana. 
b. Memperbaiki dan memuaskan pelaku. 
c. Memperbaiki dan memuaskan masyarakat setelah proses  sistem peradilan 
pidana. 
W. Van Ness menyatakan bahwa keadilan restoratif hendak mencapai 
beberapa beberapa nilai melalui penyelenggaraan peradilan pidana (Rena 
Yulia,2010:166), yaitu: 
a. Penyelesaian konflik (conflict resolution) yang mengandung muatan 
pemberian ganti kerugian (recompense) dan pemulihan nama baik 
(vindication); dan 
b. Rasa aman (safety) yang mengandung muatan perdamaian  (peace) dan 
ketertiban (order). 
Kemudian Martin Wright mendeskripsikan prespektif keadilan 
restoratif dalam beberapa hal: 
a. Respon terhadap kejahatan hendak dibangun atas dasar 
pertanggungjawaban pelanggar dalam kualitas yang lebih baik yaitu 
menumbuhkan tanggung jawab dan penerimaan kembali dalam 
masyarakat. 
b. Kebijakan pencegahan kejahatan akan diintegrasikan dalam kebijakan 
sosial. 
c. Adanya pengakuan bahwa perilaku orang dipengaruhi oleh faktor-faktor 
lain, tetapi bukan ketakutan, misalnya pemberian insentif-insentif, 
membangun etimasi diri. Sejauh orang dipengaruhi oleh sistem, mereka 
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akan memiliki kesempatan untuk merespon pada keadilannya dari pada 
mereaksi terhadap kekerasannya. 
d. Respon negara secara etik akan diterima, yaitu dalam batas-batas apa yang 
disyaratkan oleh masyarakat. 
e. Korban akan diberi kesempatan langsung terlibat dalam proses, tetapi 
tidak dibebani tanggung jawab untuk suatu keputusan dalam pemidanaan. 
f. Pelanggar akan terlibat secara aktif, daripada menjadi objek pemidanaan 
yang pasif. 
g. Keterlibatan masyarakat diperlukan dan diberdayakan, misalnya dengan 
membawa bersama kelompok mediator-mediator sukarela yang terlatih. 
 
Salah satu negara yang telah mengarah pada keadilan restoratif adalah 
negara Belanda, perhatian terhadap korban kejahatan, telah diperkuat dengan 
Undang-undang tentang Kompensasi terhadap Korban Kejahatan tahun 1993 
(Criminal Injuries Compensation Act) yang menetapkan bahwa korban 
kejahatan dapat menuntut ganti rugi termasuk ahli warisnya di dalam proses 
peradilan pidana. Dengan Undang-Undang tersebut sekaligus melindungi 
saksi-saksi pelapor dari ancaman pihak lain. Perubahan kebijakan hukum 
pidana Belanda (1996) dalam menghadapi kejahatan, yaitu, antara lain, telah 
mencantumkan ketentuan mengenai ”transactie” (transaksi) di dalam Pasal 74 
KUHP Belanda (1996). Di dalam ketentuan tersebut , kepada penuntut umum 
telah diberikan diskresi untuk mencegah seseorang tersangka kejahatan serius 
di dakwa di muka sidang pengadilan, kecuali untuk kejahatan yang diancam 
lebih dari 6(enam) tahun. Persyaratan untuk memasuki tahap ini antara lain, 
tersangka telah membayar sejumlah uang kepada negara; mencabut hak 
kepemilikan yang bersangkutan atas harta benda tertentu; telah menyerahkan 
barang-barang yang menjadi objek penyitaan atau membayar sejumlah nilai 
barang tersebut kepada negara, atau telah memberikan kompensasi penuh atau 
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sebagian kerugian yang disebabkan kejahatan yang telah dilakukannya 
(http://www.legalitas.org/?q=Logika+Hukum+Asas+Praduga+Tak+Bersalah
%3A+Reaksi+Atas+Paradigma+Individualistik>14 Januari 2010, pukul 
11.49 WIB). 
Perubahan konsep keadilan dari retributif kepada komutatif dan 
terakhir kepada keadilan restoratif, telah dianut juga dalam berbagai peraturan 
perundang-undangan di Indonesia. Ketentuan mengenai ”ganti rugi” bagi 
pihak yang diirugikan karena tindakan penangkapan atau penahanan oleh 
penyidik melalui mekanisme pra-peradilan begitu pula ganti rugi bagi pihak 
ketiga (korban) melalui gabungan gugatan ganti rugi (98-101 KUHAP). 
Begitu pula pada Undang-undang tentang Perlindungan Saksi Pelapor dan 
Korban, ketentuan mengenai kompensasi dan restitusi dalam Undang-undang 
Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; 
Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM; Undang-
undang Nomor 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 
tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
 
3. Relevansi rekonseptualisasi atas tafsir asas praduga tidak bersalah 
(presumption of  innocence) dalam kerangka prinsip peradilan yang jujur 
dan adil  (fair and impartial trial) dalam memberikan keadilan restoratif 
bagi korban kejahatan dalam perspektif  KUHAP  
Didalam KUHAP yang mengarah pada keadilan restoratif bagi korban 
dapat terlihat dalam Pasal 98-101 KUHAP yang berkaitan dengan hak korban 
dalam menuntut ganti kerugian, yang menyatakan sebagai berikut: 
Pasal 98 
(1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu 
pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan 
kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan 
orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara 




(1) Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara 
gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang 
kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang 
kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya 
yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.  
(2) Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang 
mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau 
gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya 
memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah 
dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.  
(3) Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat 
kekuatan tetap apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan 
hukum tetap.  
Pasal 100 
(1) Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara 
pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung 
dalam pemeriksaan tingkat banding. 
(2) Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan 
banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi 
tidak diperkenankan.  
Pasal 101 
Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi 
gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak 
diatur lain. 
Dari bunyi pasal-pasal tersebut jelas bahwa prosedur untuk 
mengajukan permintaan ganti kerugian harus melalui penggabungan gugatan 
ganti kerugian. Menurut R. Soeparmono, maksud dari penggabungan perkara 
gugatan ganti kerugian (Rena Yulia dalam Jurnal Yustisia, 2009:81) adalah 
a. Supaya perkara gugatan tersebut pada suatu ketika yang sama diperiksa 
dan diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan. 
b. Hal penggabungan sesuai dengan asas beracara dengan cepat, sederhana 
dan biaya ringan. 
c. Orang lain termasuk korban, dapat sesegera mungkin memperoleh ganti 
ruginya tanpa harus melalui prosedur perkara perdata biasa yang dapat 
memakan waktu yang lama. 
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Namun menurut Rusli Muhammad untuk dapat menagajukan 
penggabungan perkara gugatan ganti kerugian harus memperhatikan syarat-
syarat (Rena Yulia dalam Jurnal Yustisia, 2009:81-82) sebagai berikut: 
a. Haruslah berupa dan merupakan kerugian yang dialami oleh orang lain 
termasuk korban (saksi korban) sebagai akibat langsung dan tindak pidana 
ynag dilakukan terdakwa. 
b. Jurnal besarnya ganti kerugian yang dapat diminta hanya terbatas sebesar 
jumlah kerugian material yang yang diderita orang lain, termasuk korban 
tersebut. 
c. Bahwa sasaran subyek hukumnya pihak-pihak adalah terdakwa. 
d. Penuntutan ganti kerugian yang digabungkan pada perkara pidananya 
tersebut hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut 
umum mengajukan tuntutan pidana (requisitor). 
e. Dalam hal penuntut umum tidak hadir , tuntutan diajukan selambat-
lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan. 
f. Perkara pidananya tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain. 
Kerugian bagi orang lain termasuk kerugian pada korban. 
g. Penuntutan gugatan ganti kerugian yang digabungkan pada perkara pidana 
tersebut tidak perlu diajukan dalam sidang pengadilan melalui majelis 
hakim/hakim. 
h. Gugatan ganti kerugian Pasal 98 ayat (1) KUHAP adalah harus sebagai 
akibat kerugian yang timbul karena perbuatan terdakwa dan tidak 
mengenai kerugian-kerugian lainnya. 
Selain itu dalam pasal 7 Undang-undang Perlindungan Saksi dan 
Korban, juga diatur mengenai kompensasi, restitusi dan ganti kerugian yang 
menyebutkan bahwa korban juga dapat mengajukan hak atas kompensasi 
(hanya khusus dalam kasus  pelanggaran HAM berat) dan hak atas restitusi 
atau ganti kerugian yang menjadi tanggungjawab pelaku tindak pidana. 
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Namun pengajuan kompensasi, restitusi dan ganti kerugian diajukan ke 
pengadilan harus melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), 
dimana berbeda dengan pengajuan kompensasi, restitusi dan ganti kerugian 
yang diatur dalam KUHAP yaitu melalui penggabungan gugatan ganti 
kerugian (Rena Yulia dalam Jurnal Yustisia, 2009: 84).  
Mekanisme pengajuan ganti kerugian melalui LPSK tidaklah 
sederhana dan seolah-olah bertentangan dengan mekanisme penggabungan 
gugatan ganti kerugian yang diatur dalam KUHAP yang tujuannya adalah 
untuk menyederhanakan proses dan mempercepat diperolehnya ganti kerugian 
bagi korban tindak pidana. Selain itu bantuan tehadap korban dalam Undang-
undang Perlindungan Saksi dan Korban hanya dibatasi pada korban 
pelanggaran HAM berat saja  (Rena Yulia dalam Jurnal Yustisia, 2009: 84).  
Dari rumusan diatas terlihat kelemahan-kelemahan yang makin 
mempersempit ruang korban tindak pidana untuk mengajukan hak-haknya, 
penggabungan gugatan ganti kerugian hanya memberikan peluang untuk 
kerugian materiil saja, sedangkan untuk pemulihan kerugian immaterial masih 
harus diajukan secara terpisah melalui gugatan perdata yang pada prakteknya 
tidak sederhana baik biaya maupun waktu. Begitu juga dengan prosedur yang 
ada pada Undang-undang Perlindungan Saksi dan korban pengajuan ganti 
kerugian harus melalui LPSK yang tidak sederhana dan lebih fokus pada 
kasus pelanggaran HAM Berat. 
Hal lain yang juga mempersempit ruang korban adalah  mengenai 
ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap apabila putusan 
pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap hal ini sesuai dengan 
ketentuan Pasal 99 ayat (3) KUHAP, dengan kata lain bahwa terdakwa/pelaku 
kejahatan dapat mempertanggungjawabjan perbuatannya setelah adanya 
putusan yang menyatakan kesalahannya yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap (in kracht). Ini sesuai dengan penerapan asas praduga tidak 
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bersalah yang sampai saat ini masih dianut oleh hukum acara pidana 
Indonesia yaitu “dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan yang 
mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht) yang menyatakan 
kesalahannya”.  Hal ini menunjukan adanya pemenuhan akan fair and 
impartial trial bagi pihak tersangka/terdakwa/pelaku kejahatan namun disisi 
lain terkandung unfair and impartial trial bagi pihak korban kejahatan. 
Ketika menerapkan konsep baru akan asas praduga tidak bersalah 
(presumption of innocence) diharapkan ada kedudukan yang seimbang antara 
tersangka/terdakwa/pelaku kejahatan dengan kedudukan korban. Adanya 
keseimbangan pemberian hak serta sama-sama diperlakukan sebagai subyek 
dalam suatu proses beracara pidana, sehingga adanya pemenuhan fair and 
impartial trial terhadap kedua pihak demi terwujudnya keadilan restoratif 
yang sesuai dengan paradigma baru karakter sistem hukum pidana modern 
yaitu ”Daad-Dader-Victim Strafrecht”. Tafsir terhadap prinsip praduga tak 
bersalah, yang sejalan dengan perubahan paradigma tersebut adalah, negara 
wajib memberikan dan memfasilitasi hak-hak seseorang yang di duga telah 
melakukan suatu tindak pidana sejak ditangkap, ditahan dan selama menjalani 
proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan baik pada 
tingkat pertama dan pada tingkat banding yang sesuai dengan prosedur yang 
termuat dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang diketahui 
sebelumnya bahwa secara wajar paling tidak sekurang-kurangnya dianggap 
tidak bersalah mencakup (Mien Rukmini,2003:105): 
a. Perlindungan terhadap sewenang-wenang dari pejabat negara, termasuk di 
dalamnya Kepolisian, Kejaksaan, Komisi khusus yang diberikan 
wewenang untuk melakukan pengusutan terhadap kejahatan tertentu 
seperti Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) dan pihak pengadilan 
termasuk  Hakim. 
b. Bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa; 
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c. Bahwa sidang pengadilan harus terbuka untuk umum (tidak boleh bersifat 
rahasia); dan 
d. Bahwa tersangka/ terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat 
membela diri sepenuhnya. 
Bahkan menrut Romli Atmasasmita luas lingkup atas tafsir hukum 
”hak untuk dianggap tidak bersalah”, meliputi 8 (delapan) hak, yaitu:  
a. hak untuk diberitahukan jenis kejahatan yang didakwakan; 
b. hak untuk disediakan waktu yang cukup dalam mempersiapkan 
pembelaannya dan berkomunikasi dengan penasehat hukum ybs; 
c. hak untuk diadili tanpa ditunda-tunda; 
d. hak untuk diadili yang dihadiri oleh yang bersangkutan; 
e. hak untuk didampingi penasehat hukum jika yang bersangkutan tidak 
mampu; 
f. hak untuk diperiksa dan memeriksa saksi-saksi yang berlawan dengan 
yang bersangkutan; 
g. hak untuk memperoleh penerjemah jika diperlukan oleh yang 
bersangkutan; 
h. hak untuk tidak memberikan keterangan yang merugikan dirinya atau hak 
untuk tidak dipaksa mengakui perbuatannya. 
Praduga tersebut selanjutnya berhenti seketika pengadilan 
memutuskan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan 
dan dihukum pidana sementara waktu dan atau pidana denda. Karena proses 
pemeriksaan pengadilan yang ”fair and impartial” telah dilalui terdakwa dan 
dibuka seluas-luasnya terhadap terdakwa oleh pengadilan dengan pemenuhan 
hak-hak tersebut yang sesuai dengan dengan undang-undang, sehingga 
kemudian majelis hakim atas dasar alat-alat bukti yang disampaikan di 
persidangan, dan keterangan saksi-saksi (a charge dan a de-charge) telah 
memunculkan keyakinan mereka untuk menyatakan terdakwa bersalah 
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melakukan tindak pidana yang telah mengakibatkan timbulnya korban baik 
kerugian materiel maupun imateriel. Status terdakwa yang dilindungi oleh 
asas praduga tak bersalah selesai setelah putusan pengadilan telah menyatakan 
terdakwa bersalah, sekalipun terdakwa mengajukan upaya hukum, banding 
atau kasasi. 
Konsep semacam ini atas asas praduga tidak bersalah lebih 
memberikan jaminan atas keadilan restoratif bagi korban, terutama dalam hal 
pemberian ganti kerugian, restitusi dan kompensasi. Lebih terdapat kepastian 
hukum bagi korban untuk menuntut haknya, tanpa harus menunggu putusan in 
kracht  yang diketahui akan memakan waktu yang relatif lama dan tidak 
adanya jaminan yang pasti atas putusan yang sama disetiap tingkatnya. 
 Untuk keadilan restoratif, pidana penjara bukan satu-satunya pidana 
yang dapat diberikan pada pelaku melainkan pemulihan kerugian, penderitaan 
yang dialami korbanlah yang utama. Kewajiban merestorasi kejahatan dalam 
bentuk restitusi dan kompensasi serta rekonsiliasi dan penyantunan sosial 
merupakan bentuk pidana  dalam konsep keadilan restoratif. Diharapkan dari 
keadilan restoratif memberikan tanggung jawab sosial pada pelaku dan 







BAB IV. PENUTUP 
A. Simpulan 
1. Penyebab Urgensi Rekonseptualisasi Tafsir Asas Praduga Tidak Bersalah 
(Presumption of Innocence) untuk Menghadapi Kejahatan yang Berdampak 
Luas dan Sistematik (Extraordinary Crime) dalam Perspektif KUHAP 
Terdapat 3 penyebab yang menjadi urgennya rekonseptualisasi terhadap 
tafsir asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) dalam menghadapi 
kejahatan yang berdampak luas dan sistematik (extraordinary crime) yaitu: 
a. Asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) pada dasarnya 
berkembang dari pemikiran individulistik-liberalistik yang kurang sesuai 
dengan falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia. 
Bila dilihat asal mula/sejarah lahirnya asas praduga tidak bersalah, 
asas ini menganut paradigma induvidulistik –liberalistik yang berasal dari 
sistem hukum common law. Yang lebih melihat dari satu sisi saja yaitu demi 
kepentingan tersangka/terdakwa sebagai manusia yang harus dijamin hak 
asasinya, tanpa melihat dari kepentingan pihak korban kejahatan.  Padahal 
bila dilihat dari falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu 
Pancasila dan UUD 1945 negara Indonesia tidak menganut paradigma 
individulistik murni tetapi individulistik Pancasila/individulistik plus artinya 
Indonesia menganut pemahaman kekeluargaan, paham tolong-menolong, 
paham gotong royong dan paham keadilan sosial, walaupun di sisi lain 
Indonesia sebagai negara hukum tetap harus menjamin hak individu di dalam 
konstitusinya. Maka asas praduga tidak bersalah yang termuat dalam KUHAP 
Indonesia harus sesuai dengan nilai luhur yang termuat dalam Pancasila dan 
UUD 1945 sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu 
tidak hanya melihat dari sisi pelaku kejahatan/tersangka/terdakwa saja tapi 
juga dari kepentingan korban, sehingga akan terpenuhinya fair and impartial 
trial bagi kedua pihak. 
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b. Penafsiran yang terlalu berlebihan dalam penerapan asas praduga tidak 
bersalah mempersulit pengusutan terhadap kejahatan yang berdampak luas 
dan sistematik (extraordinary crime). 
Pengusutan terhadap kejahatan yang berdampak luas dan sistematis 
(extraordinary crime) tergolong sulit, sehingga untuk mengusut kejahatan-
kejahatan semacam ini memerlukan penanganan extra dan khusus. Bahkan 
cara penanganan ini pun menyipang dari asas praduga tidak bersalah 
(presumption of innocence) seperti adanya pembuktian terbalik dan peradilan 
in absentia. Namun asas praduga tidak bersalah ini terkadang ditafsirkan 
secara berlebihan dan dijadikan senjata utama untuk dijadikan pembelaan oleh 
para pelaku agar terbebas dari setiap proses pemeriksaan di setiap tingkatnya 
yang lebih mempersulit pengusutan terhadap kejahatan yang berdampak luas 
dan sistematik (extraordinary crime) yang pada dasarnya sudah sulit. 
Sehingga seharusnya lebih diperjelas dan diberikan batas-batas sampai sejauh 
mana hak-hak tersangka/terdakwa dianggap tidak bersalah.  
Walaupun ada penaganan yang menyimpang dari asas praduga tidak 
bersalah, selama sesuai dengan prosedur yang diatur undang-undang maka 
dapat digunakan, karena diberlakukan dalam keadaan mendesak dan 
mempunyai alasan yang dapat diterima secara yuridis atau hukum. Hal ini 
sesuai dengan penafsiran asas praduga tidak bersalah yang dianut oleh negara 
Amerika Serikat bahwa  setiap orang yang menjadi tersangka atau terdakwa, 
apabila ia ditangkap, ditahan, dan dilakukan penyidikan, kemudian dituntut di 
depan sidang, proses pemeriksaannya harus sesuai dengan prosedur dan 
undang-undang yang mengaturnya, sehingga hak asasinya selalu terjamin dan 
terlindungi. Hal ini sesuai dengan penafsiran asas praduga tidak bersalah yang 




c. Ada penerapan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence)  
menimbulkan kerugian bagi korban terutama dari kejahatan yang berdampak 
luas dan sistematik (extraordinary crime). 
Penerapan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence), 
yang menyatakan “…dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan 
pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum 
tetap”, Penerapan inilah yang memberikan ketidakadilan terutama bagi korban 
dari kejahatan-kejahatan yang berdampak luas dan sistematis (extraordinaray 
crimes). Hal semacam ini menunjukkan ketidakpastian terhadap nasib para 
korban akan pertanggungjawaban pelaku atas kejahatan yang dilakukan. 
Dimana bila suatu putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, berarti 
terdakwa masih dalam keadaan bebas dan tidak dapat dimintai 
pertanggungjawaban atas perbutan yang belum diputus sacara in kracht. 
Padahal kadang diperolehnya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap 
itu membutuhkan waktu yang relatif lama apalagi bila ada upaya hukum baik 
upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa dan adakalanya setiap 
putusan dari tingkat pertama sampai tingkat terakhir dan sampai kasasi di 
Mahkamah Agung putusannya berbeda-beda. Sehingga seharusnya untuk 
dapat menjamin kedudukan korban asas praduga tidak bersalah (presumption 
of innocence) ditafsirkan dengan “Dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan 
berdasarkan undang-undang, tanpa harus menunggu sampai putusan in kracht 
(mempunyai kekuatan hukum tetap)”, penafsiran semacam ini lebih 
memberikan kepastian hukum akan nasib para korban agar pelaku kejahatan 
dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merugikan korban 
kejahatan. Dalam hal ini perhatian pada korban lebih diprioritaskan karena 




2. Relevansi Rekonseptualisasi Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of  
Innocence) dalam Kerangka Prinsip Peradilan yang Jujur dan Adil  (Fair 
and Impartial Trial) dalam Memberikan Keadilan Restoratif bagi Korban 
Kejahatan dalam Perspektif  KUHAP 
Ketika menerapkan konsep baru atau rekonseptualisasi atas tafsir  asas 
praduga tidak bersalah (presumption of innocence) ada 2 hal yang perlu 
diperhatikan yaitu: 
a. Setiap orang yang menjadi tersangka atau terdakwa, apabila ia ditangkap, 
ditahan, dan dilakukan penyidikan, kemudian dituntut di depan sidang, proses 
pemeriksaannya harus sesuai dengan prosedur dan undang-undang yang 
mengaturnya, sehingga hak asasinya selalu terjamin dan terlindungi. 
b. Dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan berdasarkan undang-undang, 
tanpa harus menunggu sampai putusan in kracht (mempunyai kekuatan 
hukum tetap). 
 Diharapkan dari kedua hal diatas, ada kedudukan yang seimbang antara 
tersangka/terdakwa/pelaku kejahatan dengan kedudukan korban. Adanya 
keseimbangan pemberian hak serta sama-sama diperlakukan sebagai subyek 
dalam suatu proses beracara pidana, sehingga adanya pemenuhan fair and 
impartial trial terhadap kedua pihak demi terwujudnya keadilan restoratif yang 
sesuai dengan paradigma baru karakter sistem hukum pidana modern yaitu 
”Daad-Dader-Victim Strafrecht”. Tafsir terhadap prinsip praduga tak bersalah, 
yang yang sejalan dengan perubahan paradigma tersebut adalah, negara wajib 
memberikan dan memfasilitasi hak-hak seseorang yang di duga telah melakukan 
suatu tindak pidana sejak ditangkap, ditahan dan selama menjalani proses 
penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan baik pada tingkat pertama 
dan pada tingkat banding yang sesuai dengan prosedur dan hak-hak 
tersangka/terdakwa yang termuat dalam peraturan perundang-undangan.  
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Praduga tersebut selanjutnya berhenti seketika pengadilan memutuskan 
terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dihukum 
pidana sementara waktu dan atau pidana denda. Karena proses pemeriksaan 
pengadilan yang ”fair and impartial” telah dilalui terdakwa dan dibuka seluas-
luasnya terhadap terdakwa oleh pengadilan dengan pemenuhan hak-hak tersebut 
yang sesuai dengan dengan undang-undang, sehingga kemudian majelis hakim 
atas dasar alat-alat bukti yang disampaikan di persidangan, dan keterangan saksi-
saksi (a charge dan a de-charge) telah memunculkan keyakinan mereka untuk 
menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang telah 
mengakibatkan timbulnya korban baik kerugian materiel maupun imateriel. Status 
terdakwa yang dilindungi oleh asas praduga tak bersalah selesai setelah putusan 
pengadilan telah menyatakan terdakwa bersalah, sekalipun terdakwa mengajukan 
upaya hukum, banding atau kasasi. 
Konsep semacam ini atas asas praduga tidak bersalah lebih memberikan 
jaminan atas keadilan restoratif bagi korban, terutama dalam hal pemberian ganti 
kerugian, restitusi dan kompensasi. Lebih terdapat kepastian hukum bagi korban 
untuk menuntut haknya, tanpa harus menunggu putusan in kracht  yang diketahui 
akan memakan waktu yang relatif lama dan tidak adanya jaminan yang pasti atas 
putusan disetiap tingkatnya sampai ke Peninjauan Kembali akan sama. 
  
B. Saran 
1. Perlunya rekonseptualisasi atas tafsir asas praduga tidak bersalah (presumption of 
innocence) yang selama ini dianut KUHAP yaitu “Setiap orang yang disangka, 
ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan wajib 
dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan 
kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap” menjadi “Setiap orang 
yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan 
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Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan berdasarkan undang-
undang”, sehingga ada 2 konsekuensi logis yaitu: 
a. Setiap orang yang menjadi tersangka atau terdakwa, apabila ia ditangkap, 
ditahan, dan dilakukan penyidikan, kemudian dituntut di depan sidang, proses 
pemeriksaannya harus sesuai dengan prosedur dan undang-undang yang 
mengaturnya, sehingga hak asasinya selalu terjamin dan terlindungi. 
b. Dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan berdasarkan undang-undang, 
tanpa harus menunggu sampai putusan in kracht (mempunyai kekuatan 
hukum tetap). 
2. Menempatkan posisi korban kejahatan sebagai subjek dalam sistem peradilan 
pidana sehingga ada keseimbangan kedudukan dengan tersangka/terdakwa, yang 
selama ini diketahui korban hanya berkedudukan sebagai objek dan memberikan 
hak yang berimbang antara tersangka/terdakwa dengan korban kejahatan, 
sehingga dibutuhkan perbaikan peraturan perundangan-undangan yang 
mengakomodasi secara utuh kepentingan korban. 
3. Menerapkan keadilan restoratif secara penuh, yang lebih memfokuskan 
penyelesaian konflik yang terjadi antara pelaku kejahatan dan korban kejahatan 
untuk mencapai perdamaian misalnya dengan cara pemenuhan ganti rugi bagi 
korban bisa berupa restitusi atau kompensasi, sedangkan bagi pelaku, pidana yang 
diberikan tidak hanya sebatas pidana penjara, melainkan bisa berupa pidana kerja 
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